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WALIKOTA PALE M BANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 82- TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN KEN DALI MUTU

APARAT PENGAWASAN TNSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

baik , berdaya guna, berhasil guna, bersib dan
bertanggungjawab dipcrlukan adanya pengawasan oleh

Aparat Pengawasan Intern Pemerintab yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka mewudukan pengawasan yang

berkualitas sesuai dengan mandat audit masing-masing

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan standar

Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintaii, diperlukan

sistem pengendali mutu audit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang

Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Inspektorat

Kota Palembang;

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
. V

Sumatera Selatan tl^embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);
ft
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2. Undang-Undang Nomor 23



Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (l^emharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

4. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi BLrokrasi Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);

5. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2016 tentang Peneabutan Peraturan Menteri

Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor

PER /05/ M.PAN /03/2008 tentang Standai A\idit Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah;

6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2013

tentang Uraian Tugas Masing-masing Jabatan

Kungsional di lingkungan Inspektorat Kota Palembang

(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 13)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KENDALI

MUTU APARAT PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

PALEMBANG

A h

Pasal 1....



Pasal 1
Pedoman Kendaii Mutu Aparat Pengawasan Inspektorat Kota
Palernbang tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang lidak rerpisahkan dari Peraturan Walikota ink

Pasal 2
Pedoman Kendaii Mutu Aparat Pengawasan Inspektorat Kota
Palernbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi
acuan bagi seluruh aparat pengawasan pada Inspektorat Kota
Palernbang dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat
audit masing-masing.

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palernbang.

Ditetapkan di Palernbang
pada tanggal/ 30 HO £

WAL1 KOTA I7ALEMRANG,

HARNOJOYO
Diundangkan di Palernbang
pada tanggal 30 P6JEX!3££ 2616
SEKKETARIS DAERAhKKOTA PALEMBANG

*-

HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR ex.



LAMPTRAN !
PERATURAN WAUKOTA PALEM BANG
NOMOR TAHUN 20\ £
TENTANG PEDQMAN KEN DALI MUTU
ARARAT PENGAWASAN TNSPEKTORAT
KOTA PALEMBANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen
pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang
baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (AHP), yang acia terdiri dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , Inspektorat Jendral
Departemen ( ItjenJ , Inspektorat U tarna / inspektorat atau Deputi Pengawasan
LPND, Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana
pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara aktif
terhadap berbagai permasalahan dan perubfthan yang tetjadi baik di bidang
politik, dibidang ekonomi maupun di bidang sosial melalui program dan
kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang
berlaku secara menveluruh untuk APIP pusat dan daerab. Perubahan yang
terjadi akibat diriamika tuntutan masyarakat tercennin dari penetapan
peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan tata kelola
kepemerintahan yang baik dan peningkatan peran daerah dalam
penvelenggaraan pemerintahan ,

Tugas pengawasan oleh Inspektorat Kota Palembang dilakukan untuk
kepentingan Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit
organ!snsi yang ada didalam kepemimpinarmya,

Kelancaran pelaksanaan tugas APIP perlu didukung dengan peraturan
pei uridang-undangan dan pedoman tentang pengawasan intern pemerintah
yang merumuskan ketentuan-ketentuan pokok daJam bidang pengawasan
intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan intern
pemerintah yang efisien dan elektif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah ( AA1P1) telah
menyusun Standar Audit APIP, Kode Etik Auditor APIP dan Telaahan Sejawat
APIP. Berdasarkan hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik
APIP , Nomor 10 Tahun 2016 tentang Siandar Audit APIP dan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Telaahan Sejawat APIP.

Penvusunan Kode Etik APIP, Siandar Audit APIP serta Telaahan Sejawat
APIP tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun
yang melaksanakannya diharapkan menghasilkan suatu mutu audit yang
sama ketika auditor melaksanakan auditnya sesuai dengan kode etik dtm

standar audit yang bersangkutan , serta dilakukan telaahan sejawat oleh. APIP
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standar audit yang bersangkutan, serfa dilakukan telaahan sejawat oleh APJP
lalnnya untuk memastikan Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit dan
Program Keija Audit telah selaras menghasilkan audit yang bermutu. Untuk
memastikan suatu audit yang sesuai dengan kode etik dan standar audit yang
bcrsangkutan pcrlu dibuat suatu sistcm pengendaiian oleh manajemen APIP
berupa kendali mutu pelaksanaan audit.

Sistem pengendaiian mutu audit tersebut merupakan suatu prosed ur
dan reviu pengendaiian yang harus dilakukan oleh setiap unit APJP yang
meliputi kebijakan prosed ur dan program pengendaiian pada lingkup
kewajiban unit AP1P sebagaimana iercantum pada standar audit APTP.

Oleh karena itu, perlu disusun Pedoman Kendall Mulu Audit bagi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah , yang selanjutnya disingkat PKMA-AP1P, yang
terdin dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP
Leiah memenuhi tanggung jawab profesionainya kepada audit! dan pihak
lainnya

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Pcngertian-Pengertian berikut ini digunakan dalam PKMA-AP1P ini :

a, Kendali mutu dalam audit oleh APIP adalah metode-metode yang
digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditomya telah
memenuhi kewajiban profesionainya kepada auditi maupun pihak
lainnva.

wf

b Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk
melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIPj.

c. Kode etik adalah pemyataan tentang prinsip moral dan nilai yang
digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam
melaksanakan tugas pengawasan.

d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi Pemerintah
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

e. Pengawsan intem adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu , cvaluasi

dan pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraaan tugas dan fungsi organisasi daiam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan rolok ukur vang telah ditetapkan secara efektif dan efisisen untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelpla/kepemerintahan
yang baik.

f . Audit adalah proses identillkasi masalah , analisis. dan evaluasi bukti
vang dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kebenaran , kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi , dan keandalan infoimasi pelaksonaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah . r



g. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan standar, rencana, atau norma yang telah di tetapkan.

h. Pemahtauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kcgiatan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

i . Evaluasi adalah rangkaian kegintan memhnrtdingkan hasil / presteasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

js Audit kineija adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi
serfa audit aspek cfektifitas

k. Audit investigate adalah proses mencari , meneinukan. dan
mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan
mengungkapkan tcijadi atau tidaknya suatu perbuatatl dan peJakunya
guna dilakukan tindakan hukum selanjutnva.

l. Auditor adalah pegawai negeri sipil ( PNS) yang mcmpunyai jabatan
fungsional auditor dan /atau pihak lain yang dibeh tugas. wewenang,
tanggung jawab dan bak secara penuh oleh pejaal yang berwenang
melaksanakan pengawasan pada instansi perneriUtah untuk dan atas
nama APfP

m. Auditor invcstigatif adalah auditor yang memenuhi kualtfiasi dan diberi
wewenang untuk melakukan audit investigatif

n. Auditi adalah orang/ instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP
o. Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintah pusat atau

unsur penyelenggara pemerintah daerah.
p. Organisasi adalah pemerintah Daerah atau instit.usi yang menurut.

peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.
q. Visi adalah rumusan umum mcngcnai kcadaan yTang diinginkan pada

akhir periode pereneanaan.
r. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujjidkan visi.
s. Strategi adalah langkahdangkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi
t. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan
u . Program adalah instrument kebijakan yang berisi sat.u atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masvarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

v. Risiko adalah kondisi atau hal-hal yang dapat meneegah atau
menghambat tercapainya tujuan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya PKMA- APIP ini dimaksudkan untuk memecahkan
berbagai rriasalah berikut ini :
a . Ketidakefektifan pengawasan instern;
b. Proses audit yang tidak transparan;
c. Kualiras dan integritas pengendali reknis dan pengendali inutu audit

yang kurang meiriadai; ^



d Pelaksanaan audit yang kurang Lerjarnin mu tunya sehingga tidak
mencapai tujuan pelaksanaan audit.;

e. Belum adanya pedoman kendali mutu audit APIP yang mendukung agar
audit dapat beijalan lebili efisien dan etektii

Tujuan disusurmya PKMA-AP1P ini adalah memastikan bahwa audit
yang dilaksanakan oleh A PIP sesuai dengan kode etik dan standar audit

D. RUANG LTNGKUP

Kegiatan utama APIP meliputi audit, rcviu, evaluasi, pcmantauan ,
dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan
konsultasi Pedoman Kendali Mutu Audit APIP ini hanya mengatur kendali
rautu atas kegiatan audit yang dilakukan oleh APIP sehubungan dengan
telali diterbitkannya kode etik APIP dan stadar audit APIP. Meskipim
demikian, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan APJPhprinsip-prmsip yang
ada dalam kendali mutu audit ini sesuai dengan pekerjaan tersebut, maka
pedoman kendali mutu audit ini dapat digunakan sebagai rujukan,

Standar audit sesuai dengan Peraturan Menleri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/ M.PAN /03/2008 tentang
Standar Audit APIP mengatur dua jenis audit, yaitu audit kineija dan audit
investigatif.

E. SISTEMATIKA

PKMA-APIP ini disusun menurur sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Bab U Pedoman Penyusunan Reneana Strategis
Bab III Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP
Bab IV Pedoman Pengendalian Mutu Periyusunan Rencana dan Program
Kerja Audit
Bab V Pedoman Pengendalian Mutu Supervisi Audit
Bab VI Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit
Bab VII Pedoman Pengendalian Mutu Pclaporan Audit
Bab VIII Pedoman Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Audit
Bab TX Pedoman Pengendalian Mutu Tata IJsaba dan Sumber Daya
Manusia



BAB n
PEDOMAN PENYTJSUNAN RENCANA STRATEGIS

A, PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Setiap organisasi harus mempunyai tujuan , demikian pula APIP

hams mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah
maupun jangka pendek. Penetapan tujuan ini sangat pealing, baik
sebagai arahan jalannya organ isasi maupun untuk mengukur
keberhasilan organisasi.

Berhagai peraturan menetapkan bahwa unit organisasi escIon 1
dan 11 harus menyusun rencana strategis, misalnya seperti yang di
atur dalam Undang- undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Inpers Nomor 7 tahun 1909
temang Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah (AKIP) , yang
menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun
Rencana Slrategis untuk melaksanakan akuntabiliras kinerja instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggung jawabannya.

2. Standar Audit Terkalt
Strandar audit yang diacu dalam penyusunan rencana slrategis

pengawasan serta pernyataan visi, misi, dan tujuan serta kewenangan
dan tanggung jawab AP1P adalah bahwa:
• AP!P harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan

prioritas kegiatan yang mempunyai risiko; terbesar dan selaras
dengan lujuan organisasi.

* AP1P wajib menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai
dengan peraturan pcrundang- undangan.

• Visi, Misi dan tujuan, serta kewenangan , dan tanggung jawab AP1P
harus dinyatakan secara tertubs, disetujui dan ditandatangani oleh
pimpinan organisasi.

3. Maksud dan Tujuan
Pedoman penyusunan rencana slrategis dimaksudkan untuk

memberikan panduan bagi APTP dalam menetapkan visi , misi, tujuan ,

sasaran, strategis, program dan kegiatan yang merupakan rujukan
pelaksanaan kegiatan APIP dan agar audit) dapat mengetahui visi,
misi. dan tujuan serta kew'enangan dan tanggung jawab APIP.

Pedoman ini hertujuan agar APIP mempunyai rencana slrategis yang
akan dipergunakan sebagai dasar kegiatan pengawasan dan
keberadaan APIP diketahui serta dipahami oleh auditi.



4, SistemaUka Pedoman
Redoman Ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan

uruLan serta isi musing musing subbab sebagai berikut :
1. Pendahuluan
2. Penvusunan rencana strategis
3. Penyusiman pemyataan visi, misi, dan tujuan serta kewenangan

dan tanggung jawab.

B. PENYTJSUNAN RENCANA STRATEGIC

Rencana strategis yang disusun oleh APtP mencakup insi , misi ,
tujuan sasaran , strategis, program , dan kegitan. Prosedur penyusunan
rencana strategis dapat diuraikan sebagai berikut :
1 . Menetapkan visi

* Visi yang berupa pemyataan umum tujuan yang hendak clicapai
pada akhir periode perencanaan jangka panjang.

« Visi hendaknya disusun dengan memperhatikan keselarasannya
dengan visi dan misi organisasi dan disusun melalui proses
perumusan oleh pimpinan APIP dengan meniinta masukan dari
pimpinan dibawahnya baik struktural maupun fungaional serta
sumber lainnya yang berkaitau ,

* Visi dibuat secara singkat, jelas dan padat.
2. Menetapkan misi

* Misi APIP merupakan penjabaran dari visi dalam rangka upaya
mewujudkan visi yang telah ditetapkan,

* Misi disusun melalui proses perumusan seluruh jajaran pimpinan
APIP berdasarkan visi yang telab ditetapkan.

* Misi disusun secara singkat, jelas dan padat serta dapat merujuk
pada visi yang telah ditetapkan .

3. Menetapkan Tujuan Sasaran
* Tujuan dan sasaran pengawasan dirumuskan oleh jajaran pimpinan

APIP berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
* Tujuan dan sasaran dibuat secara singkat dan jelas.

Sasaran sudah hams mepunyai indikator yang dapat diukur.
4. Menetapkan Strategi

* Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, APIP kemudian
merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan .

* Kumusan tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk
memperoleh masukan .

* Berdasarkan masukan di atas, maka strategi pengawasan
dirumuskan kembali .

* Strategi yang telah dirumuskan dibag habis kepada seluruh unsur
unit yang nielakukan fungsi audit yang akan bertindak sebagai
penanggung jawab pelaksanaan pengawasan

* APIP menyusun matriks yang memperlihatkan hubungan strategis
penanggung jawab pelaksanaan pengawasan dan sasaran
pengawasannya,

f*



5 Menetapkan Program
• APIP memilih program kegiatan pengawasan yang akan

dQakukannya berdasarkan strategi yang telah ditetapkan
6. Menetapkan kegiatan APIP rnenyusun kegiatan yang akan dilaksanakan

berdasarkan program yang telah di tetapkan

Froscdur tersebut diatas dapai digambarkari sebagaimana
lerdapai pada Gambar 1 dibawah ini.
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Gambar 1 : Penyusunan Rencana Strategic

Rencana strategis APIP yang mencakup visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi , program, dan kegiatan ditetapkan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Matrik yang memperlihatkan hubungart strategis, penanggung
jawab pelaksanaan pengawasan, dan sasaran pengawasannya yang di
tuangkan ke dalam sebuah formulir tujuan , sasaran dan strategi
pengawasan dapat dilihat pada Lampiran II.

C. PENYUSUNAN PERNYATAAN VISI, MISI, DAK TUJUAN SERTA
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

APIP barus rnenyusun pemyataan visi, misi , dan tujuan scrta
kcwenangan dan tanggung jawab untuk diketabui oleh seiuruh jajaran
auditi yang menjadi obyek auditnya

Pemyataan tersebut dibuat berdasarkan visi, misi dan tujuan
yang telah ditetapkan serta kewenangan dart tanggung jawab yang
mcrupakan tugas pokok dan fungsi APIP. Pemyataan tersebut
ditandatangani oleh pimpinan APIP dan disahkan oleb pimpinan
organisasi.

Ae*
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BAB III
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PERENCANAAN AUDIT APIP

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

APIP mempunyai kewenangan untuk melakukan audit pada auditi
di lingkungan organisasi APIP, Institusi yang diaudit biasanya relatif
tetap, namun ukuran besar dan kegiatannya bervarisasi. Kondisi seperti
itu mendukung penyusunan perencanaan audit yang lcngkap dan tepat
berdasarkan ukuran risiko masing-masing auditi.

Auditi yang mempunyai ukuran risiko sangat tinggi diperiksa Icbih
sering dan lebih dalam dibandingkan dengan audiri yang berisiko lebih
rendah .

2. Standar Audi Terkait
Standar audit yang terkait dengan pengendalian mutu perencanaan

audit APIP adalah :
• APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan

perioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras
dengan lujuan organisasL

• APIP harus mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan
kepada pimpinan organisasi dan unit- unit terkait

3. Maksud dan tujuan
Pedoman pengendalian mutu perencanaan audit APIP

dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APIP dalam menyusun
perencanaan audit pada tingkat instansi yaitu dalam menentukan
auditi , tujuan audit, tenaga auditor, waktu audit, biaya peijaianan dan
hasil auditnva untuk satu tahun.

Pedoman ini mempunyai tujuan agar APIP mempunyai rencana
audit yang rind dan lengkap, baik jangka menengah lima tahunan
maupun jangka pendek tahunan setla memastikan ukuran bagi
pencapaian kinerja APIP terhadap jumlah auditi dalam lingkup
tugas/kewenangannya.

4. Sistematika Pedoman
Pedoman ini disusun dalam empat subbab yang menjelaskan

urutan serta isi dari masing-masing subbab sebagai berikut :
1. Pendahuluan
2. Pcnetapan besaran risiko untuk seluruh auditi dan peta audit APIP
3. Penyusunan kegiatan rencana strategic dituangkan dalam rencana

audit jangka menengah lima tahunan.
4. Penyusunan rencana audit tahunan.

5. Mengkomunikasikan rencana audit tahunan kepada pejabat yang
henvenang.

\ i



B. PENETAPAN BESAHAN RISIKO UNTUK SELURUH AUDITI DAN PETA
AUDIT

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditi yang akan di
audit, Gleh karena itu penetapan risiko ini meiupakan hal yang sangat
penting untuk dibuat. Dalam rangka mtmpermudah pengukuran risiko
tentang angkanva lebih baik dibuat kecikmisalnya 1 ,2,3 dan 4 atau
dalam ku alitas adalah rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi,
Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut
1. A PIP harus membuat peta risiko sendiri.
2 . AP1P harus menetapkan besaran risiko atas seluruh auditi ,

3. Setiap auditi ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur
risiko yang berkaitan. Unsur-unsur risko ini jaxigan terlalu banyak
atau pun terlalu sedikit . Unsur-unsur risiko tersebut antara lain :

a, Suasana yang berhubungan dengan etika dan tekanan yang
dihadapi manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

b. Kompctcnsi, kccukupan dan integritas pegawai.
e , Ukuran haria dan volume transaksi.
d. Kondisi finansial dan ekonomi.
e* Kerumitan atau mudah berubahnya kegiatan.

f. Dampak dari konsumen , rekanan dan perubahan kebijakan
pernerintah.

g. Tingkat penggunaan komputer untuk pengolahan informasi.
h, Penyebaran ojmrasi sccara geografis.

l. Kecukupan dan kcefektifan pengendalian intern ,

j. Barhagai perubahan organisasi, operasi, teknologi atau ekonomi.
k. Pctimbangan profesi manajemen.
t. Dukungan terhadap temuan audit dan tindakan perbaikan yang

dilakukan
m. Periode dan hasil audit terdahuiu.
n. Jarak auditi .

Selain unsur risiko seperti di atas dapat juga digitnakan pcngukuian
risiko dari unsur risiko bawaan atau melekat dan risiko pengendalian,

4 Besaran risiko auditi clirumuskan dengan meniinta masukan dati
auditi, dan jika auditi memiliki unit pengelola risiko maka unit
tersebut dijadikan sebagai sumher masukan utama.

5- AP1P selanjutnya menyusun peta audit pada lingkungan
organisasinya. yang meliputi auditi, besaran risiko. tenaga auditor,

tenaga tata usaha, sarana dan prasarana., serta dukungan dana.
6, Penetapan besaran risiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada

saat penyusunan rencana audit tahunan,

Furmulir peta audit APIP dapat diliat pada Lampiran III
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C. PENYUSUNAN KEG1ATAN RENCANA STRATEGIS DITUANGKAN DALAM
RENCANA AUDIT JANGKA MENENGAH LIMA TAHUMAN

* Unit yang melaksanakan fungsi perancanaan APJP membuat
rencana audit jangka menengah lima tahunan berdasarkan
rencana strategis dan data peta audit.

* Berdasarkan penetapan sasaran , strategi dan program serta peta
audit disusun rencana audit lima tahunan yang jdijabarkan dalam
obyck audit berupa cntitas, program dan kegiatan,

* Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, masing-
masing obyck audit yang tclah didaftar dialokasikan unluk lahun
mana akan dilaksanakan.

* Rencana audit lima tahunan ditetapkan oleh pimpinan APIP.

Formulir rencana lima tahunan dapat dilibat pada lampiran IV

D, PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN
Prosedur penyusunan program kerja audit tahunan dilakukan sebagai
berikut :
1. Penanggungjawab perencanaan menyusun dan mengirimkan

usulan rencana audit berdasarkan rencana strategis yang lelah
ditetapkan kepada pejabat setingkat yang bertanggung jawab alas
pelaksanaan audit di unit APIP Usulan rencana audit tahunan
tersebut dituangkan dalam formulir usulan Program Kerja Audit
Tahunan [UPKAT).

2. Penanggungjawab perencanaan mengkoordinasikan rencana audit
tahunan dengan pejabat setingkat yang bertanggungajawab atas
pelaksanaan audit di unit APIP untuk mendapat tanggapan dan
saran sehingga dicapai kesepakatan rencana audit tahunan , baik
tujuan maupuh beban pemeriksaan . Hasil koordinasi yang telah
disepakati dituangkan kc dalam Program Kerja Audit Tahunan
(PKAT) .

3. Pimpinan APIP menetapkan Program Kerja Audit Tahunan APIP.

S Formulir Usulan Program Kerja Audit Tahunan (UPKAT) dapat
dilibat pada Lampiran V

/ Formulir untuk Program Kerja Audit Tahunan dapat dilihat
dalam Lampiran VI

S Unit yang melaksanakan fungsi perencanaan mendistribusikan
PKAT yang telah disabkan oleh pimpinan APIP ke pimpinan
organ!sasi dan masing-masing unit yang melaksanakan .’ungs
audit serta unit yang melaksanakan fungsi tala usaha.
PKAT yang telah disahkan dikirimkan kepada menten yang
berwenang unruk menetapkan kebijakan pengawasan nasional
dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengawasan
nasional agar tidak teijadi pengawasan yang tumpang tindih.
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Bagan arus penyusunan PKAT APIP tampak pada Gambar 2 di
bawah ini
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Gambar 2: Bagan Arus Penyusunan PKAT APIP

Peuilaiari alas kegialan audit teraebut dimasukkan kc dalam Kami
Pcnilaian Auditor yang bersangkutan bersama-Kama dengan penilaian
kegiatan yang lainnva untuk kemudian ditotal dan dihitung rata-
ratanva. Kartu Penilaian Kineija Auditor dapat dilihat pada I-ampiran
XXXI:

AA*
h



BAB IV

PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PENYUSUNAN RENCANA

DAN PROGRAM KERJA AUDIT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya

manajemen dalam mencapai tujuan organ!sasi. Salah satu tabapan yang
dlperlukan dalam audit yang baik adalah penyusunan rencana dan
program kerja audit pada tingkat tim audit yang memenuhi kriteria dan
tnemadai,

Uraian mengenai penyusunan rencana dan program keija audit
pada tingkat tim audit adalah:
1 Penvusunan rcncana dan program keija audit pada tim audit adalah

proses perencanaan yang dilakukan oleh tim audit sebelum
melaksanakan tugas audit.

2 . Berdasarkan rencana audit, tim audit menyusun program kerja audit
3, Penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit

ini harus dibuat untuk setiap penugasan yang diberikan.

2. Standaf Audit Terkait
Standar audit yang terkait dengan penyusunan rencana audit pada

tingkat tim audit adalah:
* Dalam setiap penugasan audit kinerja , auditor harus menyusun

rencana audit.
* Pada saat membuat rencana audit, auditor harus tnenetapkan

sasaran ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya.
* Pada saat merencanakan pekeijaan audit kineija, auditor harus

mempertiinbangkan berbagai hal, termasuk sitern pengendalian
intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan pertmdang-
undangan , kecurangan ketidakpatutan (abuse)

* Dalam setiap penugasan audit investigate, auditor harus menyusun
rencaha audit. Rencana audit tersebut harus dievaluasi dan , bila
perlu , disempurnakan selama proses audit investigatif bcrlangsung
sesuai dengan perkembangan basil audit investigatif di lapangan.

3. Maksud dan Tuju&n
Pedoman pengendalian mutu penyusunan rcncana dan program

keija audit pada tingkat tim audit pada APIP dimaksudkan untuk
memberikan panduan bagi auditor dalam mengendalikan mutu bagi
kegiatan penyusunan rencana dan program kerja audit.

Pedoman ini disusun dengan tujuan agar APIP mampu menyusun
rencana dan program kerja audit yang baik.

4. Sistematika Pedoman
Pedoman ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan urutan serta
isi dari masing-masing subbab sebagai berikut:
a. Pendahuluan
b. Pengendalian mutu atas penvusunan rencana dan program keija

audit pada tingkat tim audit
c. Pengendalian mutu atas koordinasi dengan auditi

A
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B. KERJA AUDIT PADA TINGKAT TIM AUDIT
Dalam penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat dm

audit, tim audit harus melakukan kegiatan penetapan sasaran, ruang
lingkup, mctodologi dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan :
1. Laporan basil audit sebelumnya, tindak lanjut atas rekomendasi yang

material berkaitan dengan sasaran audit,
2 .Sasaran audit dan pengujian yang diperlukan ,
3. Kritena yang digunakan untuk mengevaluasi organ isasi, program ,

aktivitas dan fungsi ,
4. Sistem pengendaiian intern termasuk aspek lingkungan,
5. Kemungkinan pelanggaran tcrhadap peraiuran yang berlaku,
6. Pemahaman hak dan kewajiban, hubungan timbal balik dan manfaat

audit bagi kedua pihak.
7. Pendekatan audit yang efisien dan efektif
3. Bentuk dan isi laporan hasil audit.

Prosedur pengendaiian mutu atas penyusunan rcncana dan program
keija audit pada tingkat tim audit adalah:
1. Berdasarkan pada Program Kerja Audit Tahunan. Pengendali Mutu

kemudian memmjuk tim audit yang akan melaksanakan fungsi audit.
Tim tersebut rerdiri dari Pengendali Teknis. Ketua Tim dan Anggota Tim.

Ketua tim ditugaskan untuk melcngkapi Kartu Penugasan sebanyak
rangkap 2 (dua) , satu dimasukkan dalam Kertas Kerja Audit (KKA) dan
satu copy disampaikan kepada Pengendali Teknis,

2 . Ketua tim yang sLtdah ditunjuk selanjutnya mengusulkan alokasi
anggaran waktu pemeriksaan yang disediakan kepada setiap jenis
pekerjaan (kegiatan ) dalam proses audit tersebut. Sebagai
pengendaliannya Ketua Tim harus melengkapi Formulir Alokasi
Anggatran Waktu.

3. Pengendaiian teknis harus memberikan perseiujuan atas alokasi
anggaran waktu tersebut dengan membububkan tanda tangan dalam
formulir tersebut. Formulir ini disimpan dalam KKA agar dapat dipakai
scbagai acuan dan peiaksanaan kegiatan audit,

4. Ketua tim harus dibantu oleli anggota tim kemudian melakukan analisis
atas data auditi. Selanjutnya akan ditetapkan sasaran , ruang lingkup,
dan metodologi yang akan dipakai. Juga akan dilakukan analisis
terhadap pengendaiian intern auditi dan kepatuhan auditi tcrhadap
peraturan perundangan sena kemungkinan kecurangan yang dilakukan
oleh auditi. Perkembangan peiaksanaan pekeijaan (kegiatanJ ini
diluangkan dalam Laporan Mingguan , yang sebaiknya diisi secara
bertahap (harian).

5. Dari basil analisis tersebut maka ketua dm bersama anggota tim akan
menyusun rencana audit dalam bentuk Program Kerja Audit yang
menjabarkan secara rinci tentang langkah-langkah yang akan ditempuh
sehubungan dengan peiaksanaan audit . Program Keija Audit ini
kemudian akan disahkan oleh Pengendali Teknis dan diketahui oleh
Pengendali Mutu.

6. Setelah diperoleh Program Ketja Audit maka Pengendali Teknis sekaligus
akan mengisi Formulir Check List, scbagai pengendaiian atas
peiaksanaan pekeijaan perencanaan audit pada tingkat tim audit ini.

Ccmtoh Kartu Penugssan, Formulir Alokasi Anggaran Waktu,
Laporan Mingguan, Program Keija Audit dan Formulir Check List dapat
dilihat dalam Lampiran VIL VIII , IX, X, dan XL Formulir ini dapat
dikembangkan lebih lan jut sesuai kebutuhan yang ada dilapangan.
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C. PENGENDALIAN MUTU ATAS KOORDINASI DENGAN AUDITI

Sebelum melaksanakan audit, Tim Audit perlu melakukan koordinasi
dengan pihak auditi agar pclaksanaan audit tersebut dapat berjalan
sebagaimana mestinya. Prosedur untuk melakukan koordinasi dengan
auditi tcntang rencana audit adalah:
1. Serelah selcsai merencanakan audit pada tingkat tim maka Ketua Tim

merencanakan koordinasi dengan auditi. Dalam pembicaraan dengan
pihak auditi akan dikoordinasikan berbagai hal yang berhubungan
dengan audit yang akan dilakukan. Tim audit juga akan mengumpulkan
informasi yang berhubungan dengan auditi, yang belum dimiliki oleh
Tim Audit.

2. Pokok permasalahan yang dibahas dalam koordinasi tersebut antara lain
tujuan dan lingkup kerja audit yang direncanakan, waktu pelaksanaan
audit, auditor ;ang akan ditugaskan, metode, batasan waktu dan
tanggung jawab, permasalahan auditi serta prosedur pelaporan dan
proses pengawasan tindak Ianjut.

3. Dalam koordinasi tersebut harus ada kesepakatan tertulis yang
kemudian disajikan dalam sebuah Notulcnsi Kesepakatan antara tim
audit dengan auditi. Notulcnsi seharusnya berisi herbagai informasi
yang penling dalam audit tersebut.

Notulcnsi ini kemudian didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit
(KKA) sebagai panduan selama proses audit beijalan. Contoh Notulcnsi
Kesepakatan dimaksud dapat dilihat pada TAmpiran XI l .
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BAB V
PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU SUPERVISI AUDIT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pengawasan atau supervisi diperlukan untuk membantu

penyusunan rencana audit yang cfisien dan efektif, untuk dapat
mengoreksi jika teijadi penyimpangan atau terdapatnya kondisi yang
berubah dan memben kail arahan audit yang lebih baik serta tepat.
Dalam standar audit disebutkan. pada setiap tahap audit kineija dan
investigatif, pekeijaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk
memastikan tercapainya sasaran , teijaminnya kualitas, dan
meningkatnva kemampuan auditor, Supervisi dm menyupervisi anggota
timnya, pengendali teknis mengawasi tim audit yang dibawahinya dan
pengcndali mutu menyupervisi seluruh keija audit yang dilaksanakan.

2. Standar Audit Terkait
Standar pelaksanaan audit yang kedua menyebutkan bahwa

supervisi harus dilaksanakan pada setiap taliapan audit agar dicapai
sasaran audit yang ditetapkan, teijaminnya kualitas yang tinggi, dan
meningkatnva kemampuan auditor.

3. Maksud dan Tujuan
Pedoman pengendalian mutu supervisi audit dimaksudkan untuk

memberikan panduan bagi APIP dalam menjamin terselenggaranya
suatu supervisi yang bermutu Linggi , sesuai dengan tugas, kewenangan
dan tanggung jawabnya masing masing serta terdokumentasi dengan
lengkap, rapi, jelas dan bennanfaat bagi suatu kesimpulan hasil audit
dan keperluan lainnya,

Pedornan ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan keija audit
memperoleh supervisi yang cukup dan memadai sehingga tercapai suatu
audit yang bermutu tinggi.

4. Sistematika Pedoman
Pedoman ini disusun dalam empat subbab yang menjelaskan

urutan serta isi dari masing-masing subbab sebagai berikut:
1 , Pendahuluan
2. Pengendalian supervisi oleh ketua tim
3- Pengendalian supervisi oleh pengendali teknis
4. Pengendalian supersivi oleh pengendali mutu

B. PENGENDALIAN SUPERVISI OLEH KETUA TIM

Ketua tim selain mempunyai tugas sebagi pemimpin tim dalam
melaksanakan tugas audit di lapangan juga mempunya tugas mengawasi
anggota timnya.

Pengawasan ketua tim terhadap anggota timnya dilakukan secara
langsung pada setiap kesempatan selama keija audit berlangsung maupun
secara tidak langsung yaitu melalui reviu KKA yang dibuat oleh anggota
tim yang bersangkutan dan untuk KKA yang telah sesuai dengan
tujuannya akan ditandai dengan paraf ketua tim di KKA yang
bersangkutan sebagai tancla telah mendapat reviu dan disetujui KKA-nya.

A
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C. PENGENDALIAN SUPERVISI OLEH PENGENDALI TEKNIS

Pengendali teknis bermgas mengawasi tim audit yang berada di
bawahnya Secara berkala pengendali teknis akan mendatangi tim audit
yang sedang berada di lapangan atau menerima pertanyaan dari ketua
timnya secara lisan untuk menangani keija audit yang memerlukan
keputusan dari pengendali teknis.

Pengendali teknis wajib mclakukan kunjungan kepada tim audit,
saiah satunya harus dilakukan pada saat rapat penyelesaian audit di
lapangan. Pengendali teknis melakukan reviu atas KKA yang dibuat oleh
ketua tim. Dokumentasi keija pengendali teknis di carat dalam suatu
lembar kerja disebut formulir supervisi pengendali teknis.

Formulir supervisi pengendali teknis terscbut dapat dilihat pada
lampiran XIII.Formulir supervisi ini disediakan oleh ketua tim, diisi oleh
pengendali teknis dan ketua tim, satu lembar disimpan sebagai Kcrtas
Kerja Audit (KKA) dan satu lembar lagi menjadi arsip pengendali teknis
yang bersangkutan,

D. PENGENDALIAN SUPERVISI OLEH PENGENDALI MUTU
Pengendali mutu melakukan Lugas pengavvasan terhadap semue tim

audit dan pengendali teknis atas kerja audit yang dilakukannya melalui
reviu atas formulir supervisi oleh pengendali teknis dan konsep laporan
yang disampaikan melakukan reviu, memberikan komentar atas kinerja
audit dan mengisi formulir supervisi untuk mengkomunikasikan hasil
reviunya.

Formulir supervisinya sama dengan formulir supervisi pengendali
teknis dan disediakan oleh ketua tim jika diperlukan.

A (*<
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BAB VI

PEDOMAN PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN AUDIT

A. PENDAHULUAN

1. l.atar Belakang
Pelaksanaan audit merupakan bagian terpenting daii tugas audit

karena itu pengendalian mutu pelaksanaan audit menjadi sangal
pcnting. Kesesuaian dengan rencana audit, kesesuaian dengan program
audit dan kesesuaian dengan standar audit menjadi perhatian utama
agar pelaksanaan audit mempunyai mutu yang tinggi.

Reran ketua tim audit dalam pelaksanaan audit adalah
mengkoordinasikan tim audit dalam mencapai tujuan audit,
berkomunikasi dengan auditi mengenai kerja audit, hambatan yang
dijumpai , mencari solusi, mengembangkan temuan audit,
mengkomunikasikan keija audit dengan pengendalian teknis dan
dengan pengendali mutu bersama dengan pengendali teknis,
mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi audit serta memperoleh
kesempatan atas rekomendasi yang diberikan, dan mendokumentasikan
keija audit dalam kertas keija audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa
peran ketua tim sangat menentukan terselenggaranya suatu kerja audit
yang akan menghasilkan audit yang bermutu tinggi.

2. Standar Audit Terkait
Standar audit menycbutkan bahwa bukti audit harus dikumpulkan

dan dilakukan pengujian untuk menyimpulkan dan mendukung temuan
hasil audit. Temuan hasil audit yang diperoleh harus dikembangkan
secara memadai.

3. Maksud dan 'I'ujuan
Pedoman pengendalian mutu pelaksanaan audit dimaksudkan

untuk memberikan panduan bagi AP1P dalam menjamin
terselenggaranya suatu pelaksanaan audit yang bermutu tinggi , sesuai
dengan rencana, sesuai dengan program audit dan sesuai dengan
standar audit serta terdokumentasi dengan lengkap, rapi, jelas dan
bermanfaat bagi suatu kesimpulan hasil audit.

Pedoman ini mempunyai tujuan agar pelaksanaan pengumpulan
dan pengujian bukti untuk menyimpulkan dan mendukung temuan
hasil audit sesuai dengan standar audit.

Pedoman ini disusun dalam enam subbab yang menjelaskan urutan
serta isi masing-masing subbab sebagai berikut :
1. Pendahuluan
2. Pedoman pengendalian waktu audit
3. Pedoman pengendalian kesesuaian dengan program audit
4. Pedoman pengendalian temuan audit
5. Pedoman pengendalian dokumentasi hasil keija audit
6. Pedoman pengendalian kesesuaian dengan standar audit.

B. PEDOMAN PENGENDALIAN WAKTU AUDIT

Waktu audit dimulai saat masuk sampai dengan selesai pelaksanaan
audit tclah dircncanakan dalam PKAT. Kctcpatan waktu mulai audit sering
terkendala sehingga waktu mulai masuk menjadi lebih cepat atau mundur
yang cilchimya akan mcrubah waktu aelesainya audit. A



Ketepatan waktu audit ini barus secara ketat dilaksanakan , scbab hal
ini akan menjadi sumber tetjadinya tumpang tindih audit atau terjadinya
audit yang bertubi tubi. Karena itu jika ada pcrubahan waktu mulai audit,

pimpinan AP1P harus terlebih dahulu mengkomunikasLkan perubahan
dengan auditi supava audit yang tumpah tindih atau audit yang bertubi
tubi dapat diminimalkan.

Ketua tim harus inengendaiikan waktu penyelesaian pclaksanaan
audit uniuk dirinya sendiri dan anggota timnva bcrdasarkan anggaran
waktu dalam program keija audit yang dipantau melaiui laporan mingguan
pelaksanaan tugas audit.

C. PEDOMAN PEN1GENDALIAN KESE5UAIAN DENGAN PROGRAM KERJA
AUDIT

Pada program kerja audit yang lelah mendapat pengcsaltan, atau
pernbaitannya jika ada, diisikan pada kolom rcalisasi aehingga dari dattar
program keija audit tersebut dapat dikendalikan kesesuaian kerja audit
dengan program kerja audit.

Contoh program kerja audit unt.uk mengisi realisasi dapat dilihat pada
Lampiran X. ketua tim dibantu oleh anggota tim melakukan pengutnpulan
dan pengujian bukti, melakukan analisis, evaluasi, konfirinasi dan
prosedur audit lainnya. Perkembangan pengumpulan dan pengujian bukti
ini dituangkan dalam Laporan Mingguan Pclaksanaan Audit ,

Laporan mingguan pclaksanaan tugas audit dapat dilihat pada
lampiran XTV
Perneriksaan dan pengesahan program audit harus dibedkan sebelum
audit dilaksanakan, yaitu dalam tahap percncanaan audit. Kolom realisasi
dan referensi diisi setelah audit dilaksanakan secara bertahap.

D. PEDOMAN PENGENDALIAN TEMUAN AUDIT

Teinuan audit adalah hasil yang diperoleh dari audit baik herupa
temuan positif maupun temuan negatif . Setiap temuan harus
dikemhangkan melaiui unsur-unsumya dan rekomendasi yang diherikan
yaitu:
* Kondisi
* Kriteria
* Fenyebab
* Akibat

Temuan yang telah dikembangkan harus dibahas dan disetujui oleh
pengendali teknis. Temuan yang telah disetujui pengendali teknis agar
dikomunikasikan dengan pimpinan auditi sebelum atau pada saat
penyelesaian audit dilapangan.

Hasil dari pengkomunikasian temuan tersebut didokumentasikan ,
diberi tanggal, ditandatarigani oleh auditor dan auditi sebagai tanda
persetujuan atas kesepakatan dan ketidak sepakatan terhadap temuan
dan rekomendasi va ng diberikan,

Pada dokumentasi kesepakatan harus berisi kesanggupan
pclaksanaan tindak lanjut oleh auditi atas rekomendasi yang diberikan
oleh auditor paling lama 60 (enam puluh hari) hari setelah LHA dit.erima.
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E, FEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN HASIL AUDIT

Dokumentasi hasil kerja audit yang biasa juga discbut kertas kerja
audit (KKA} merupakan bukti audit dan catatan lairmya yang akan
mendukung temuan dan kesimpulan auditor dari audit yang dilaksanakan.
Oleh karena itu anggota tini dan ketua tim serta pengendali teknis harus
membuat KKA yang akan mendukung temuan dan kesimpulan hasil audit .
KKA tersebut harus riitelnah secara berjenjang, yaitu ketua tim mcnciaah
KKA yang dibuat oleh anggota tim , pengendali teknis menclaah KKA yang
dibuat oleb ketua tim dan pengendali mutu menelaah KKA yang dibuat
oleh pengendali teknis.

Format KKA diserahkan pada masing-masing APIP dengan
metnperhatikan prinsip-prinsip sebagai herikut:
Standar untuk substausi audit:
1 * Berkaitan dengan tujuan audit.
2. Kincian yang singkat dan jelas.
3. Penyajian yang jelas.
4. Cermat dan teliti.
5. Tidak ada pos terhuka (pending matter), setelah audit seiesai harus tidak

ada lagi pos terbuka yang masih memerlukan penjelasan atau audit
tarnbahan .

Standar format:
1. Harus mempunyai judul.
2* Penataan format, seperti judul yang layak , spasi , dan ukuran yang

memadai.
3. Kapi dan mudah dibaca.
4. Diindcks silang (dibuat indcka yang saling berhubungan) .
5. Terdapat nama dan paraf pernbuat dan pereview KKA.

KKA pokok harus memuat:
1. KKA perencanaan audit

a. KKA pengumpulan informasi
b. KKA sutvei pendahuluan
c* KKA evaluasi SPIP
d, KKA program audit

2. KKA pelaksanaan audit yang terdiri dari:
a. KKA pengujian pengendaiian
b* KKA pengujian subatansi
c. KKA pengembangan temuan
d KKA kescpakatan atau ketidaksepakatan

3. Konsep laporan hasil audit final ,

F. PEDQMAN PENGENDALLAN KESESUALAN DENGAN STANDAR AUDIT

Standar audit pengumpulan dan pengujian bukti untuk APIP, sesuai
Peraturan Mcntcri Pendayagunaan Aparat Negara nomor
PER/05/ M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit APIP, harus diikuti daJam
pelaksanaan audit , karena standar ini merupakan pcdoman bagi auditor
APTP agar pekeijaannya bermutu tinggi dan menghasilkan hasil yang relatif
sama bagi setiap auditor yang menerapkannya,

Pengendaiian terhadap diikutinya standar audit dilakukan dengan
mengisi check list mengenai pelaksanaan audit. Check list tersebut dapat
dilihat pada Lampiran XV7.
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Bagan alir pengendalian pdaksanaan audit tampak pada Gambar
dibawah ini.
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BAB vn
PROSEDUR PENGENDALIAN MUTU PELAFORAN AUDIT

A. PENDAHULUAN
1 , 1-atar Relakang

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dan setiap
pelaksanaan audit. Laporan Hasil Audit (LHA ) dimaksudkan untuk
mengomunikasikan Lemuan,kesimpulanr dan rekomendasi hasil audit
kepada pihak pihak yang bcrkepcntin£an,sarana bagi auditi untuk
melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh
auditor, serta sebagai alat untuk melakukan pemantauan tindak lanjut
rekomendasi auditor.

2. Standar Audit Terkail
Standar audit yang terkait dengan pelaporan adalah sebagai

berikut:
* Auditor harus memhuat laporan hasil audit sesuai dengan

penugasannva yang disusun dalam format yang sesuai scgcra setelah
selesai melakukan auditnya.

* Laporan hasil audit hams dibuat secara tertulis dan segera, yaitu
pada kesempatan pertama setelah berakhimya pelaksanaan audit.

* Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat
dimengerti oleb auditi dan pihak lain yang terkait,

* Laporan hasil audit harus tepat waktu. lengkap, akurat, objektif,
meyakmkan> scrta jela^, dan sermgkas mungkin.

* Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi , auditi ,
dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menemaa laporan hasil
audit sesuai dengan ketent.uan peraturan perundang-undangan.

3. Maksud dan Tujuan
Fedorrtan pengendalian mutu pelaporan audit dimaksudkan untuk

mcmberikail panduan bagi AF1P dalam irienjauiiri lersusurmya laporan
hasil audit yang mudah dimengerti oleh pengguna, memenuhi unsur
kualitas laporan dan didismhusikan kepada pihak pihak-pihak yang
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengendalian mutu pelaporan audit adalah bahwa AP1P
dapat menghasilkan mutu laporan hasil audit yang memenuhi standar
audit.

4. Sistematika pedoman
Pedoman ini disusun dalam tiga subabb yang menjelaskan urutan

serta isi masing-masing subabb sebagai berikut:
1. Pcndahuluan
2. Pengendalian atas penyusunan konsep laporan
3. Pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan

B. PENGENDALIAN ATAS PENYUSUNAN KONSEP LAPORAN

Prosedur untuk pengendalian atas penyusunan konsep laporan
hasil audit adalah sebagai berikut :
1. Konsep LHA disusun oleh Ketua Tim dengan dibantu oleh Anggota Tim

dengan berdasavkan hasil audit yang didokumentasikan dalam kertas
ketja audit ( KKA) dan ten-man audit yang telah dikomunikasikan dengan
auditi Ketua Tim dengan di bantu Anggota Tim menyiapkan formulir
kcndali konsep Laporan dan mengisi data awal, yaitu tentang audit! dan ^tim audit. , '
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2.Selain formula’ Kendall Konsep Laporan, Ketua Tim dan Anggota Tim
menyiapkan formuHr Reviu Konsep laporan , untuk Pengendali Teknis
dan Pengedali Mutu.

3. Konsep Laporan yang telah selesai disusun oleh Kelua Tim, beserta
dengan fonnulir Kendali Konsep Lapora dan formu Iir Reviu Konsep
Laporan , diserahkan oleb Ketua Tim kcpada Pengendali Teknis untuk
direviu.

4. Jika Pengendali Teknis menemukan adanya pennasalahan atau
pertanyaan dalam konsep Laporan, Pengendali Teknis menuliskan
pennasalahan atau pertanyaan tersebui hams ditindak lanjuti oleh
Kelua Tim dan menuliskan Lindak lanjut tersebut dalam formulir Reviu
Konsep Laporan . Pennasalahan atau pertanyaan tersebut harus
ditindaklanjuti oleh Ketua Timdan menulikskan tindak lanjut tersebut
dalam formulir Reviu Konsep Laporan.

5. Apabila Pengendali teknis telah merasa puas dengan konsep LHA, maka
konsep LHA beserta foTmulir kendali konsep Laporan dan formulir Reviu
Konsep Laporan diserahkan kepada pengendali Mum.

6. Jika pengendali Mutu menemukan adanya pennasalahan atau
pertanyaan dalam Konsep Laporan, Pengendali Mutu menuliskan
permasalahan atau pertanyaan tersebut dalam formulir Reviu Konsep
Laporan. Permasalahan atau pertanyaan tersebut harus ditindaklanjuti
oleh Pengendali Teknis dan Ketua Tim dan menuliskan tindak lanjut
tersebut dalam formulir Reviu Konsep Laporan.

7. Apabila Pengendali Mutu telah merasa puas dengan Konsep LHA , maka
Konsep LHA beserta formulir Kendali Konsep Laporan diserahkan
kepada tim untuk difmalisasi. Formulir Reviu Konsep Laporan
diserahkan Kepada tim audit untuk didokumemasikan dalam KKA ,

Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas penyusunan
konsep laporan hasil audit meliputi:
1. Formulir pengendalian penyusunan Laporan, Lampiran XVI.
2, Formulir Reviu Konsep Laporan , Lampiran XVII.

a. Reviu oleh Pengendali Teknis.
b. Reviu oleh Pengendali Mutu ,

C. PENGENDALIAN ATAS FINALISASI DAN DISTRIBUSI LAPORAN

Proscdur untuk pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan
adalah sebagai berikut:
1. Konsep LHA yang telah disetujui oleh Pegendali Mutu Kemudian

difinalkan oleh tim audit.
2. LHA Final diserahkan oleh tim audit kepada Ketua Tim Audit untuk

dikoreksi. Untuk memudahkan proses koreksi , Ketua Tim menggunakan
formulir check list Finalisasi Laporan.

3. LHA Final yang telah dikoreksi oleh Ketua Tim diserahkan Kepada unit
yang melaksanakan fungsi Tata Usaha untuk diperhanyak dan dijilid ,

Selain itu, unit yang melaksanakan fungsi Tata Usaha menyiapkan surat
pengantar untuk distribusi LHA.

4. LHA Final , formulir check list finalisasi Laporan, dan surat pengantar
diserahkan kepada pengendali Teknis untuk direviu.

5. LHA Final, formulir check list finalisasi Laporan, dan surat pengantar
vang telah direviu oleh Pengendali Teknis kemudian diserahkan kepada
pengendali Mutu untuk di tandatangani.

6. LHA Final, formulir check list finalisasi Laporan beserta surat pengantar
kemudian diserahkan. kepada pimpinan AP1P. Pimpinan APIP Kemudian
menandatangani surat pengantar ,



7. LHA Final, beserta sural perigantar yang teJah ditandatangard kemudiars
didistribusikan kepada pihak-pihak yang dibcri kewenangan, setidaknya
kcpada:
a, pitnpinan organisasi
b, Audit.i
c, perwakilan BPK-RT setempat
d, Arsip

Formulir yang digunakan untuk pengendalian atas finalisasi dan
Pendistribusian laporan adalah formulir check list Penyelesaian Laporan ,
dapat dilihat pada Lampiran XVIII.
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BAB VIII

PEDOMAN PENGENDALLAN MUTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN

TINDAK LANJUT HAS1L AUDIT

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Sctelah pelaksanaan audit di Selesaikan dan laporan hasil audit

diterbitkart , APIP harus menyampaikan laporan tersebut kepada
Atasan / pemimpin Auditi dan tembusan kepada auditi serta pihak-pihak
yang terkait. Hal ini dimaksudJean agar auditi mengetahui kelemahan
yang ada di dalam organ isasinya dan mcnindak lanjuti rekomendasi
yang telah disampaikan melalui laporan rersebut. Pemantauan tindak
lanjut hasil audit harus dilakukan agar auditi meraahami dan
memperbaiki kelemahan dan kesaiahan yang ada sehingga mampu
meningkadtan ldneija organisasinva. Selain itu, APIP harus memamau
pelaksanaan tindak lanjut yang di lakukan auditi untuk memastikan
bahwa semua rekomendasi sudah diiaksanakan dengan tepat, sehingga
keefektifan pelaksanaan audit bisa tercapai.

Pcmaniauan tindak lanjut audit diartikan sebagai suatu tindakan
untuk rnamantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atau
perbaikan, yang dilakukan oleh pimpinan audit!, atas rekomendasi
auditor berdasarkan temuan audit yang dilaporkan , termasuk temuan-
remuan yang herkaitan yang diperoleh oleh auditor ekstem atau auditor
lainnya, sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit
dan reviu lainnya yang di tetapkan ,

2. Standar Audit Terkait
Standar audit yang terkait dengan tindak lanjut hasil audit adalah :

* Auditor harus mengkonrunikasikan kepada auditi bahwa tangguug
jawab untuk menyelesaikan atau melakukan tindak lanjut. atas
temuan audit dan rekomendasi herada pada auditi.

* Auditor harus memantatl dan mendorong tindak lanjut atas temuan
dan rekomendasi.

* Auditor harus melaporkan status remuan heserta rekomendasi hasil
audit sebelumnva yang belum dilakukan tindak lanjut.

3. Maksud dan Tujuan
Pedoman pengendalian mutu pelaksanaan pemantauan tindak

lanjut ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi APIP dalam
memantau dan mengevaluasi tindakan koreksi yang dilakukan oleh
audit atas temuan dan rekomendasi yang diherikan agar temuan dan
rekomendasi yang lelab dihasilkan oleh auditor menjadi bermanfaat bagi
auditi.

Sedangkan tujuan pedoman pengendalian muiu pelaksanaan
pemantauan tindak lanjut adalah agar auditi mamabami dan
memperbaiki kasatahan yang tetjadi sehingga kineija auditi dapal
dicapai secara inaksimal keefektifan hasil audit dapar dinilai atas
rekomendasi auditor.
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4.Sistematika Pedoman
Pedoman ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan urutan

scrta isi dari masing-masing subbab sebagai berikut:
a. Pendahuluan
b. Kewajiban melaksanakan tindak lanjut
c. Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut

B. KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT

Kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut herada pada pirnpinan
auditi. Hal ini sesuai dengan peraturan pcmerintah nomor 60 Tahun 2008
tentang "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah“ t yang menyatakan bahwa
“ pirnpinan instansi pcmerintah wajib mclakukan tindak lanjut atas
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya” . Pelaksanaan tindak lanjut
tersebut merupakan bagian kegiatan pemantauan sistein pengendalian
intern yang ada.

Di sisi lain ,APIP berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak
lanjut basil audit untuk menjamin keefektifan pelaksanaan audit. Hal ini
dinyatakan dalam standar audit kinerja yang menyatakan bahwa auditor
harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta
rekomendasi. Demikian juga dalam standar audit investigate yang
dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.

APIP harus memasukan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam
rencana strategis maupun Lahunan, dan kegiatan pemantauan tersebut
sebaiknva ditugaskan kepada tini yang minimal terdiri dari satu pengendali
teknis dan satu ketua tim yang minimal terdiri dari satu pengendali teknis
dan satu ketua tim tang di tunjuk oleh pirnpinan APIP secara triwulanan .
Pada setiap pelaksanaan audit ulangan atas suatu auditi, auditor harus
melihat apakali rekomendasi dari laporan hasil audit terdahulu telali
dilindak lanjuti. APIP bertanggung jawab untuk memberitahukan langkah-
langkah yang harus dilakukan auditi agar tindak lanjut hasil audit bisa
dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

Dalam memutuskan penyelesaian tindak lanjut yang belum tuntas,
auditor harus mempertimbangkan pelaksanaan prosedur dengan sifat
tindak lanjut yang saraa yang dilakukan oleh auditi yang lain.

Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewajiban tnanajemen auditi,
sedang pemantauan atas pelaksanaan tersebut menjadi tanggug jawab
APIP. Agar pemantauan tersebut bisa berjalan dengan efektik APIP harus
membuat prosedur pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang
didasarkan pada tingkat kesulitan, ketepatan waktu, pertimhangan risiko
dan kerugian ,

Untuk temuan audit yang sangat penting, auditi harus melaksanakan
tindak lanjut secepat mungkin dan APIP harus lerus memantau tindak
lanjut yang dilaksanakan oleh auditi tersebut karena dampak dari temuan
tersebut sangat besar.

C. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut agar semua
rekomendasi atas temuan audit dapat dilakukan tindak lanjut secara tuntas
dan tepat sebagai berikut.
1. Berdasarkan laporan hasil audit, ketua tim membuat fomulir penyampaian

temuan dan rcncana pemantauan tindak lanjut. Fomulir penyampaian
temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut tersebut kemudian
diserahkan ke unit yang melaksanakan fungsi pelaporan untuk diinput ke
dalam daftar temuan APIP. yr



2. UNIT yang melaksanakan fungsi pelaporan menyerahkan daftar temuan
APIP tersebut kepada tim pemantau tindak lanjut.

3. Tim pemantau tindak lanjut melakukan verifikasi atas laporan tindak
lanjut yang dilakukan oleh auditi. Bila dianggap perlu tim pemantau dapat
melakukan pengujian terhadap tindak lanjut vang dilakukan oleh auditi .

4. Untuk tindak lanjut yang kurang memuaskan, tim pemantau melaporkan
kepada pimpinan APIP termasuk risiko yang masih ada. Berdasarkan
laporan tersebut, pimpinan APIP menyampaikan surat kepada auditi untuk
melakukan tindakan tambahan sehingga tindak lanjut menjadi lengkap
dan efektif.

5. Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi dicatat dalam daftar temuan
audit APIP. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai, maka
pada kolom keterangan dicantumkan kata “ sudah selesai (tuntas) , sudah
dliakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak
lanjut”

6 . Apabila batas waktu penyclcsaian tindak lanjut terlampaui , APIP
menebitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada
pimpinan auditi atas lekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas
tindak lanjut yang masih kurang.

7 . Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut
belum dilakukan auditi , maka APIP menerbitkan surat peringatan kedua.

8. Jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut
tidak juga dilakukan, maka tim pemantau membuat surat pemberitahuan
kepada pimpinan organisasi .

9. Tim pemantau tindak lanjut melakukan pemuktakhiran tindak lanjut atas
saldo temuan yang belum ditindak lanjuti yang masih kurang,

10. Pemutakhiran tersebut dilakukan sekali dalam setahun dan dituangkan
dalam sebuah berita acara yang ditandatangani pimpinan auditi dan tim
pemantau tindak lanjut.

Agar pelaksanaan tindak lanjut efektif, perlu dliakukan teknik tekntk
sebagai berikut:
1 . Laporan hasil audit ditujukan kepada tingkatan manajemen yang dapat

melakukan tindak lanjut,

2. Tanggapan auditi terhadap temuan auditi diterima dan evaluasi melalui
informasi pelaksanaan tindak lanjut yang direncanakan sclama audit
berlangsung atau dalam waktu wajar setelah audit berakhir.

3. Laporan perkembangan kemajuan tindak lanjut diterima dari auditi seeara
periodik .

4. Status tindak lanjut dari pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan kepada
pimpinan auditi .

Fomulir Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut yang dibuat oleh
ketua tim untuk unit yang akan melaksanakan fungsi administrasi tindak
lanjut dapat dilihat pada Lamniran XIX

Semua fomulir dan bukti pendukung yang terkait dengan tindak lanjut
temuan audit harus didokumentasikan dengan baik dan dipisahkan antara
temuan y ang rekomendasinya sudah tuntas diselesaikan dengan temuan y ang
masih terbuka (yang rekomendasinya belum atau belum semua dilakukan
tindak lanjut) .

Semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditi hams
dilaporkan melalui fomulir laporan tindak lanjut temuan audit. Fomulir
tersebut dapat dilihat pada l ^ampiran XX

Formulir laporan pemantauan tindak lanjut yang harus diisi dan
disampaikan oleh tim pemantau tindak lanjut atas hasil pemantauan yang
telah di lakukan dapat dilihat pada Lampiran XXI

Pemutakhiran atas status temuan yang belum ditindaklanjuti oleh
auditi dituangkan dalam sebuah Berita Acara pemutakhiran data sebagaimana
dapat dilihat pada Lampiran XXI1



BAB IX

PEDOMAN PENGENDALLAN MUTU

TATA USAHA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Ketatausabaan merupakan pengendalian unsur penunjang audit

termaeuk bagaimana Sumber daya manusia sebagai pelaksana audit
dikendalikan. Tata usaha tidak berperan Jangsung dalam audit, namun
peran ini menunjang pelaksanaan pekeijaan audit dari perencanaan
audit sampai dengan pemamauan tindak laryjut basil audit. Oleh karena
itu peran tata usaha Lidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan audit.

Ketatausabaan beijalan melalui prosedur dan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh organisasai. Ketatausabaan dalam memfasiiitasi
pelaksanaan audit mengikuti pelaksanaan audit mengikuti pelaksanaan
kegiatan audit mulai dari perencanaan audit sampai dengan
pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Selain memfasislitasi pelaksanaan audit, ketatausabaan juga terkait
dengan pengelolaan sumber daya manusia, proses tata kearsipan yang
mengatur mengenai perauratan, dan formulir formulir yang digunakan
dalam kegiatan audit sampai dengan proses pengarsipan dan
penyampaiannya.

Sumber daya manusia merupakan bal yang sangar penting dalam
penyelenggaraan audit, karena merupakan sumber daya yang dapat
menggerakkan sumber daya lainnya. Jika suatu organisasi yang sudah
lengkap prasarana dan sarananya tapi tidak mempunyai sumber dava
manusia maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannva.
Pengeloaan sumber daya manusia selain barus memperbatikan apa yang
telab diatur oleh organisasi juga harus memperbatikan peraturan yang
menyangkut ketenagakerjaan dari depariemen Tenaga Kerja, Sumber
daya manusia yang dibarapkan oelh organisasi adalah sumber daya
manusia yang unggub baik dari segi kecerdasan, keterampilan ,

kepemimpinan dan kesehatan jasmani seria rohani.

2. Standai’ Audit Terkait
Standar audit APIP yang berkaitan dengan tata usaha dan sumber

daya manusia adalah sebagai berikut :
* APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

secara ekonomis, efisien dan efektif, serta memprioritaskan alokasi
sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko besar.

* APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarabkan
kegiatan audit.

* Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan
kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan
tanggungjawabnya.

* Auditor harus secara terus-menerus meningkatkan kemampuan
teknik dan metodologi audit

3. Maksud dan Tujuan
Hedoman pengendalian mutu tata usaha dan sumber daya manusia

dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi tata usaha APIP dalam
melakukan tugasnya sebagai penunjang tugas-tugas audit dan tugas
lainnya.
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Tujuan pedoman ini adalah agar terselengaranya tugas- tugas audit
yang didukung oleh:
a. Ketatausahaan yang memadai.
b. Tata arsip yang tertip, rapi , dan mudah diperoleh.
c. Sumber daya manusia yang kompeten.

4 . Sistematikan Pedoman
Pedoman ini disusun dalam empat subbab yang menguraikan urutan

dan isi masing masing subbab sebagai berikut.
1 . Pcndahuluan
2. Tata usaha
3. Tata kearsipan
4. Sumber daya manusia

B. TATA USAHA
1. Pengantar

Ketatausahaan adalah unsur penunjang bagi kegiatan audit.
Pengelolaan ketatausahaan merupakan bagian dari pcngelolaan unit
organisasi yang merupakan tanggung jawab pemimpin APIP.

Agar tujuan pengelolaan unit APIP dapat dieapai, diperlukan
kebijakan dan prosedur sebagai acuan dan landasan bagi setiap
pelaksanaan kegiatan. Bentuk dan isi kebijakan serta prosedur
disesuaikan dengan ukuran dan struktur APIP serta kerumitan
pekerjaan.

APIP hams membuat kebijakan dan prosedur formal yang
menyeluruh sebagai pedoman organisasi untuk memfasilitasi tugas
auditor.

2. Tujuan Ketatausahaan
Ketatausahaan yang baik mempnnyai pengamh signifikan dalam

pencapaian tujuan audit. Sarana dan prasarana pelaksanaan audit
didukung dari ketatausahaan, seperti pengadaan alat tubs kantor,
formulir-formulir yang digunakan dalam kendali mutu, pegurusan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) , sampai pengarsipan laporan hasil
audit dan pemantauan tindak lanjut. Dengan demikian pelaksanaan
ketatausahaan yang tertib sangat dibutuhkan bagi APIP.

3. Lingkup Tugas Ketatausahaan
Ketatausahaan melaksanakan pekerjaan untuk menunjang kegiatan

utama, yaitu;
a. Menyediakan Pemyataan Visi , Misi, Tujuan, Wewenang dan Tanggung

Jawab APIP dan pemyataan tersebut ditempel di dinding ruang kantor
dan yang berupa lembaran pemyataan yang didistribusikan kepada
auditi.

b. Mencetak dan memperbanyak visi dan misi unit APIP seperlunya
membagikan dan menyimpannya untuk file dan arsip.

c. Menyebarluaskan peraturan dan edaran yang perlu diketahui semua
staf, diperbanyak sejumlah yang dibutuhkan (jika memang beberapa
stai' perlu menyimpan peraturan atau edaran tersebut) , dan jika
hanya untuk diketahui maka cukup dicopy satu lembar dan
diedarkan kepada semua staf. Staf yang sudah membaca diminta
membutuhkan parafnya sebagi randa sudah membaca diminta
membubuhkan parafnya sebagi landa sudah membaca edaran
tersebut .

A r
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cl. Mencetak dan memperbanyak sepcriunya rencana kegiatan jarigka
panjang, rencana kegiatan tabunan dan rencana lainnya,

e. Mencetak dan menyediakan formulir formulir dan alat tubs menulis
untuk pelaksanaan kerja, mengadministrasikannya, menyimpan dan
memberikan kepada yang memerlukan , dengan menggunakan
formulir permit!taan yang ditandatangani dan memberikan formulir
tanda terima untuk formulir yang dikembalikan karena lidak habis
dipakai.

f. Menyediakan peralatan yang dihutuhkan oleh para auditor,
meminjamkan dengan melalui formulir peminjaman atau memberikan
tanggung jawab kepada staf yang memerlukan peralatan tersebut
secara terus menerus, dengan melalui sural keputusan/memo dinas
yang harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, misalnya untuk
note book , kalkulator dan karaera.

g. Mencetak surat tugas, surat perjalanan dinas, menyiapkan tiket
peijalanan dan biaya yang diperlukan.

h. Menyediakan buku buku referensi di perpustakaan untuk dibaca di
tempat atau dipinjam untuk dibawa pulang, melalui buku Catalan
peminjaman dan pcngcmbalian yang diparaf peminjam dan pentgas
tata usaha.

i. Mencetak i -aporan Hasil Audit dan mendistribusikannya.
j- Menyimpan Kertas Kerja Audit ( KKA) dan baporan hasil Audit yang

telah selesai dan telah disetujui oleh pengedali mutu dengan
memberikan landa terima.

k. Menetapkan prosedur peminjamari KKA, baik untuk keperluan
internal maupun ekstemal.

l. Menyusun dan mencetak laporan triwulanan dan laporan tahunan
kegiatan unitnya.

m Menyusun dan mencetak laporan triwulanan dan tahunan
kegiatan APIP.

n. Memberikan pelayanan pada pihak luar.

Format formulir-formulir yang digunakan uiltuk tiap APIP tidak
harus sama, yang penting dapat memenubi kebutuhan informasi yang
dimaksud dari kejadiannya. Formulir-formulir yang digunakan rersebut
didokumentasikan dengan baik di unit yang melaks&nakan fugsi tata
usaha yang terkail untuk bukti kegiatan dan pengendalian.Bcbcrapa
formulir dan surat yang di gunakan dalam kegiatan ketatausahaan
dapat dilihat pada LAM PI KAN XXII1 s d XXVJH Formulir-formulir tersebut
dapat dibuat secara manual maupun terkomputerisasi.

C. TATA KEARSIPAN

1. Persgantar
Kegiatan pengarsipan merupakan salah satu tugas dari

ketatausahaan. Pengelolaan arsip harus dilakukan sedemikian rupa
untuk menghindari adanya kehilangan atau kesulitan pencariannya
maupun pemusnaiian arsip yang tidak semestinya.

A*



2* Tujuan
Tujuan pengelolaan arsip arialah agar arsip baik aktif maupun

tidak aktif dapat ditemukan dengan cepai dan tepat agar dapat
menunjang kelancaran tugas audit. Sslain itu , pengelolaan arsip
bertujuan agar pengurangan arsip dapat berjalan dengan efisian dan
efektif.

3. Jenis Arsip
Menurur lokasi penyimpanannya, sistem kearsipan berkas audit

dibedakan menjadi: arsip unit yang melaksanakan fungsi audit dan
arsip pusat (central file) .
1 . Arsip unit yang melaksanakan fungsi audit

Arsip ini hanya menyimpan berkas- berkas yang berhubungan
dengan unit yang melaksanakan fungsi audit yang bersangkutan
saja. Berkas yang disimpan dalam aisip tersebut umumnya berupa
kertas audit dengan perangkat pendukungnya serta surat-surat
masuk dan /atau keluar.

2. Arsip Pusat
Arsip Pusat adalah berkas-berkas audit yang penyimpanannya
dilakukan secara terpusat oleh suatu unit yang khusus mennngani
masalah penyimpanan berkas dan unit tersebut biasanya tidak
diserahi tugas audit Arsip Pusat menyimpan berkas-berkas dan
seluruh unit yang melaksanakan fungsi audit, Berkas yang
disimpan dalam arsip pusat bukan hanya berupa kertas keija audit
dengan perangkat pendukungnya tetapi juga surat-surat yang
masuk dan/atau keluar. Berkas berupa kertas kerja audit hanya
berada pada satu tempat, yaitu pada arsip unit yang melaksanakan
fungsi audit atau di dalam Arsip Pusat. Sistem kearsipan yang baik
akan banyak membeiikau manfaat dalam audit serta akan
menghemat waktu pencanan untuk memperolehnva sehingga audit
didapat dilaksanakan tepat waktu dan informasi yang diperlukan
mudah didapat. Pengarsipan yang baik akan memperhatikan
kegunaan file yang disimpan dalam arti apakafi suatu file masih
digunakan dalam lahun beijalan, hanya digunaltan lagi , Oleh
karena lu , pengarsipan harus memilah dan mengkelompokkan
arsip-arsip menu rut kegiataannya, misalnya kelompuk arsip aktif,
arsip tidak aktif Lapi masih digunakan , dan arsip tidak aktif untuk
dimusnahknn atau disimpan di kantor arsip negara.

4. Pcngurangan Arsip
Pengurangan arsip merupakan kegiatan untuk mengurangi arsip

yang tidak digunakan atau jarang digunakan lagi . Pengurangan ini
dilakukan dengan 3 cara, yaitu:
1. Memindahkan arsip aktif menjadi arsip dengan status tidak aktif

(jarang digunakan) dari arsip unit yang melaksanakan fungsi audit
ke arsip pusat*



2. Memindahkan arsip yang tidak aktif menjadi arsip dengan status
aktif (tidak akan digunakan) dari arsip pusat kantor ke arsip pusat
daerah/negarm

3 . Memusnahkan arsip yang tidak digunakan berdasarkan keremuan
perundang-undangan.

5. Tugas Bagi Tiap Tingkatan Auditor
Audit oleh APIP harus dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil (PNS)

vang mempunyai jabatan fungsional auditor dan /atau pihak lain
yang diberi tugas, kewenangan, tanggimg jawab, dan hak secara
penuh oieh pejabat yang berwenang meJaksanakan peugawasan pada
iristansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Sesuai dengan jabatan fungsional, auditor dikelompokkan sebagai
anggota tim, ketua tin, pengendali tcknis, dan pengendaii mutu.

APIP mcnyusun secara tertulis uraian tugas, kewenangan, dan
tanggung jawab masing-masingjabatan auditor tersebut.

6. Menyeleksi Calon Auditor Yang Moment]hi Syarat
Para auditor haruslah oaring-orang yang mempunyai kemampuan

intdektual, kemampuan teknis dan kemampuan untuk
borkomunikasi dengan semua tingkatan pejabat/pegawai dalam
organisasi. Untuk mengisi lowongan auditornya, APIP dapat
mengambil dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi.
Pengambilan dan dalam organisasi akan memudahkan petiyesuaian
karena calon auditor yang bersangkutan telah mengenal orgarnsasi
dengan baik dan telah mempunyai pengalaman sebagai pdaksana.
Pengambilan pegawai dari luar organisasi dapat diperoleh melalui
seleksi PNS yang dilakukan oleh unit yang memilild kewenangan
menvelenggarakan seleksi PNS.

Untuk mencapai mutu audit yang tinggi maka diperlukan kriteria
standar yang harus dimiliki para auditor APIP, yaitu latar bdakang
pendidikan serta sikap dan pcrilaku.

Latar bdakang pendidikan para auditor APIP serendah-rendahnya
adalah Saijana strata 1 (SI) atau yang setara dan mcmiliki sertifikasi
JFA serta diharapkan memiliki sertifikasi profesional seperti CIA,
ClSA, CKE, Q1A atau PIA. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh
auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan,
hukum, komunikasi, dan teknik substansl audit!.

Sikap dan perilaku torrentu yang perlu dimiliki oleh scorang
auditor APIP adalah:

1, Kemampuan untuk menyesuaikan diri. Kemampuan untuk
menyesuaikan diri diperlukan karena terdapatnya suasana dan
keadaan yang berbeda dalam melakukan audit.

A fi*
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2. Kemampuan untuk memahami sesuatu
Kemampuan ini diperlukan karena dalam melakukan audit, auditor
akan selalu berhubungan dengan sesama manusia, Beragam
keadaan manusia akan dijumpai dalam audit . Ada yang menerima
dengan sikap baik dan ada yang menerima dengan sikap buruk .
Auditor harus dapat pula menyelami perasaan/ kondisi orangyang
dihadapinva sehingga dalam mengajukati pertanyaan yang
produktif tidak menimbulkan rasa tidak enak pada yang ditanya.

3. Ketetapan hati
Sikap perilaku ini diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan
vang berat yang dengan yang susah payab harus dilalui. Hanya
dengan sikap mental yang herketetapan hari para auditor akan
dapat menghadapi rekanan-tekanan yang dapat membuat para
auditor menyimpang dari tujuan audit.

7. Melatih Dan Menyediakan Kesempatan Untuk Pendidikan
Berkelanjutan Bagi Para Auditor

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan mutu audit,
auditor harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan
professional berkelanjutan, misalnya tentang pemutakhiran
metodologi dan standar audit, penilaian atas pengendali intern,
samping audit, statist!k, akuntansi , pemeriksaan kinetja , dan
sebagainva yang terkait langsung dengan penugasan audit. APIP
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa auditor tdah memenuhi
persyaratan pendidikan sudah diselesaikan.

Unit yang melaksanakan fungsi ketatausahaan harus merancang
dan mengelola pelaksanaan pendidikan dan pclatiban sedemikian
rupa sesuai dengan kebutuhan auditor dalam melaksanakan tugas

audit. Berdasarkan informasi dari Pengendali Mutu, unit yang
melaksanakan fungsi tata usaha harus merencanakanan pendidikan
apa yang harus diberikan kepada auditor untuk memenuhi
persyaratan keahlian di bidang audit . Data mengenai pendidikan dan
pelatihan yang pemah diikuti oleh setiap auditor harus dikelola
dengan baik agar pelaksanaannya dapat diberikan secara merata dan
proporsional dan pelatihan disesuaikan dengan waktu luang yang ada
sesuai dengan rencana penugasan yang telah ditetapkan.

8. Menilai Kinerja Auditor
Penilaian kinerja auditor tersebut harus mendasarkan pada

penilaian kinetja per penugasan yang dilakukan seorang auditor
dalam tahun atau periode penilaian yang bersangkutan

Penilaian kinerja auditor dilakukan minimal sekali dalam setahun.
Penilaian kinerja auditor harus telah lerpola melalui peraturan,
dilaksanakan secara konsisten, dan mudah dimengerti. Penilaian
kinerja dilakukan dengan terbuka, jujur, adil , dan obvektif serta

mempunyai standar tertentu untuk mengukur pelaksanaan keija yang
dilaksanakan secara konsisten.
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Daiam pelaksanaan pcniiaian kincrja auditor, penilaian dilakukan
secara berjenjang, yattu Ketoa Tim melakukan peni!u;ai : terhadap
anggoia timriya, Pengendali Teknis melalukan peniiaian terhadap
beberapa Ketua Tim yang berada di baw&hnya, Pegendali Mutu
rnenilai kinerja beberapa Pengendali Teknis yang herada di bawahnya
dan Pengendati Mutu dtniiai oleh pimpinan APIP. HasM penilaian yang
diperoleh headaletab didiskitsikan rl origan auditor yang dinilai
sebingga auditor yang dinilai dapat memperbaiki kineijanva dan tidak
salah pengerrian jika kepadanya rerriapat perlakuan yang berberia
denggtn auditor iainnya, nnsainya daiam hal kenaikan pangkat.

FormaUr penSlaian kinerja auditor atas pertuga&an audit dapat
dilihat pada LAMP!RAN XXX.

WALLKQTA PAL KM BANG
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LAMPIRAN I!
§ERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR QZ- TAHLJAJ 20)&
TENTANG REDOMAN KENDAL! MuTU APARAf
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KMA 01

TUJUAJM, SASARAN DAW STRATEGI AUDIT

NO TUJUAN.SASARAN DAN STRATEGI PENANGGUNG JAWAB
SASARAN DAN STRATEGI

MJSi KETERANGAN

' i 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6
7
S
9
to

WALIKOTA PALEMBANG
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PETA AUDIT
PERTAHUN AUDIT 2016

LAMPIRAN III
PERATURAjM WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 6Z ITmuw
TENTANQ PEDOMAN KEKDALl MUTU ARARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KMA 02

MAMA AUDIT
(Instonsi.Kegiatan,

Program, dti) Besaran Risiko Audit

Tenaga Auditor yang Dimitiki
Unit

Tenaga Tata Usaha
Unit

Sarana dan Prasarana
Unit Dana Unit Lain*

JainDaltu DaInis K. Tim A. Tim 6©1.1V Gol. tli Gol. II Komp Kend Lainny; SPPD Lainnyr
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15

PETUWJUK PEMG1SIAN:
a . Koloin 1 diisf dengan nama auditi. seperti nama instansi, kegiatan, program, kontrak dll
b. Kolom 2 dust dengan besaran risrko husif pengiikuran risrko yang telah dilakukan untuk tiep audit]
c. Kolom 3 diisi dengan nanria auditor psngendali rrrutu
d. Kolom 4 drisi dengan nama auditor pengendali teknis
e.Kolom 5 diisi dengan nama auditor ketua tim
f. Kolom 6 diisi dengan nama auditor anggola tim
g. Kolom 7 diisi dengan nama auditor tenaga tata usaha APiP Gofongan fv
h. Kotom 3 diisi dengan nama auditor tenaga tata usaha APtP Goiongan lit
i. Kolom 9 diisi dengan nama auditor tenaga tata usaha APtP Goiongan If
j. Kolom 10 diisi dengan jenis sarana laptop dan PC
k= Kolom 11 diisi dengan jenis sarsrta Irensportasi
L. Kolom 12 diisi dengan jen:s saruna Jainnya
m. Kolom 13 diisi dengan total dana perjaionan dinas
n. Kolom 14 diisi dengan total dana untuk membayar lenaga ahii/laboratoriurn independen dtl
o. Kolom 15 diisi dengan ha! yang beJom lertampung di kolom yang ada

WALIKOTA/3 ALEMBAMG
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LAMPfRAN IV
PERATURAN WALJKOTA PALEMBAN6
KOMOR TM1UN lOib
TENTANG REDOMAN KENDAL) MUTU ARARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KMA 03

RENCANA AUDIT JANGKA MENENGAH F TAHUAN
{TAHUN 20 S.d. TAHUN 20 )

NO AUDITI TANGGAL LHA
TERAKHIR RISIKO FREK, AUDIT JENIS AUDIT TAHUN

XI X2 X3 X4SI ISS X5
1 2 3 4 5 6 7
1
2 r "

3
4
5

PETUNJUK PENGISIAN;
a, Kolom 1 dirsi dengan nomor unit
b, Kolom 2 diisi dengan nama auditi (instansi, kegiatan, program, dll)
c, Kolom 3 diisi dengan tanggal diterbitkannya LHA terakhir dari obyek audit yang berssaigkutan
d, Kolom 4 diisi dengan peringkat risikg yang telah diukur sebelumnya dan peta audit
e, Kolom 5 diisi dengan data seberapa sering obyek audit akan diiakukan audit. Mrsalnya 0,5 tahun sekali,

1 fcahon sekali, 2 tahunsekali dan seterusnya tengantung dan besaran ukirran risrko obyek,
f , Kolom 6 diisi dengan jsnis audit apa yang akan cMakukan, audit kircrja atau audit dengan tujuan tertentu
g, Kolom 7 diisi dengan tanda tertentu pada tahun berapa akan dilakukan audit

WALJKOTA/5ALEMBANG
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LAMPIRAN V
PERATJRANf WAL1K0TA PALEMBANG
NOMOR 6li TAW L(N ZoUe
TEHTANG PEDQMAN KENDAl i MUTl J iAPARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEM8ANG

USULAN PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN
TAHUN AUDIT 20

FORM KMA 04

NO AUDITI RISIKO MINGGU NAMA AUDTOR JABATAN BIAVA (Rp. 000) LHA KETERANGAN
MLJLAJ SELESA!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l
2
3
4
5

PETUNJUK PENGISIAM:
a. Kolom 1 tJiiaf dengannomor urut audit! oleh fungsi perencanaan
b. KoJom 2 diisi dengan nama auditi oleh fungsi perencana^n
c. Kofom 3 d'isi dcngan peringkul risiko yang [elah diukur sebelumnya
d. Kolom 4 diisi dengau pekan mutel audit oleh bidang tehnis
e. Kolom 5 diisi dengan pekan setesai audit oleh bidang tcknis
f. Kofom 6 diisi dengan nama-nama audlor rmi'ai dan pengendali inutu, pengendali leknis,

ketua lim dan anggota tim oleh bidang tcftnis
g. Kolom 7 diisi dengan jenjang jabatan dar masing-masiny audilor oleh bidang teknis
h. KoJom 3 diisi dengan jumlafi braya yang disediakan unfuk audit oleh bidang teknis
i Kolom 9 diisi dengan LHA yang akan dfterbitkan oleh bidang leknis
j. KoJom 10 diisi dengan jurnlah pcnugasan akan dilimpahkan ke bidong lain dan

dalam hal Ini koiom-kclom 4 s.d. 9 dikosongkan.Diisi llmpahan jika obyek tersebut
adalah limpahan dari bidang lain. WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO



PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN
TAHUN AUDIT

I.AMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR QL TARUN 20 [f,
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU ARARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KVA 05

NO AUDITI PEKAN NAMA AUDITOR JABATAN BIAYA LHA UNIT YANG
MELAKSANAKANMULAI SELESAI

1 2 3 4 5 6 1 8 9

1
2
3
4
5 I !

PETUNJUK PENGISIAN:
a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut auditi o'eh fungsi perencanaan
b Kolom 2 diisi dengan nama auditi oleh fungsi perencanaan
c. Kolom 3 diisi dengan peringkat risiko yang lelah diukur sebelumnya
d. Kolom 4 diisi dengan pekan mulai audit ofeh bidang teknis
e. Kolom 5 diisi dengan pekan selesai audit oelh bidang teknis
f. Kolom 6 diisi dengan nama-nama auditor mulai dari pengencfali mutu, pengendali teknis.

ketua tim dan cnggota tim
g Kolom 7 diisi dengan jenjang jabatan dari masing-masing auditor oleh bidang leknis
h. Kolom 3 diisi dengan jumlah biaya yang disediakan untuk audit oleh bidang teknis
i. Kolom 9 diisi dengan jumlah LHA yang akan diterbitkan oleh bidang teknis
j. Kolom 10 diisi dengan unit yang melakukan audit

Misalnya : Inspektorat Wilayah

/
/
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LAMPIRANVII
PERAH JRAN WALIKOTA PALEM8ANG
NOMOR #2- T-0U*TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU ARARAT
PENGAWASAN IN3PEKTGRAT KOTA
PALEMBANG

FORM KMACG

KARTU PENUGASAN
NOMOR :.

1 a. Nama Audili
b. No. File Penmanen
c. Rencana Audit Nomor
d AudiTerakhir Tahun

2 Alsmat dan Nomor Telapon

3 Tuigkat Risiko UnifrAktiftlas

4 Tujuan Audit

5 a Nama Ketua Tim Audit
b. Nama Anggota Tim Audit

6 a, Audit dTakukan dyngsn Surat Tugas
Nomor

b. Audi direncanakan mulai Ianggal dan
selesai tangqal

7 Anggaran yang diajukan

8 Anggaran yang disetujui

20xx
Ketua Tim Pengendali Teknis

NIP NIP

PETUNJUK PENGISIAN :
a. Kolom nomor diisi dengan nomor unit kartu
b. Koiom nama audili diisi dengan nama audti yang
c Koiom nomor file permanen diisi dongan namor
d. Koiom nomor rencaua audit diist der.gan nomor
e. Koiom audit terakhir diisi tfengan tahun lerakhir ditakukannya audit
f. Koiom alamat dan nomor telepon diisi dengan
g. Koiom tinakaIrisiko diisi denyan hasil pcrhitungan nsiko auditi tErssbui
h. Koiom nama ketua dan anggota fc'm diisi dengan nama ketua dan anggota yang berlugas
3. Koiom nomor surat tugas diisi dengan namcr sural tugas audit tersebut
j. Koiom tangga!mulai dan setesainya audit cukup jeias
k Koiom anggaran yang biusiJkan diisi dengan jumlah anggaran yang diusulkan
L. Koiom anggaran yang disetujui diisi der.gan jumlah anggaran yang d:.setujui
m. Koiom caiatan penting d3si dengan catatan yang diberikan otoh pcrtgendali leknis atau pengendali mutu

yang bersangkuian
n. Koiom tauggal diisi dengan tempai; dan tanggal penulisan kartu penugasan
o. Kotam tanda tangan ketua Jim dan panyendati teknis cukup jeias

WAUKC 1EMBANG
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LAVPJRAN V1IJ
P zRATURAN WALIKOTA PALEMBANG
JGMOR Q L tAVtUM % 0\ b

TENTAN© PEDOMAN KEN0AL1 MUTU ARARAT
PENGAWASAN IWSPEKTORAT KOTA
PALEM3ANG

NamaAudttl :
DisusunQfcii :

ALOKASI ANGGARAN WAKTU AUDIT
CHANYA JAM-JAM EFEKTIF)

Sasaran Audit
Diifltujui o*eh

FORM KMA.07

lfcni$ peter]Jan yang d.lakukan Kutua Tim &
Anoootd Tim

Tanggal Anggaran
Waktu

Angg.3ran
piava

l 3. 4 5
PFKtRJAAN - PEKER3AAN PERSIA?AN
% Pembtaidan Pendahutuan (koordwidw)
m Survfti Pendahutuan fPenqendalian Internal. data pe«T,ar»en dsbl
* PeriYu»unan Proaram Audit

PELAK£ANAAN AUDFT
* Pengufian dan Evafuasr PenoendaLian Manalemon
X Analisis Pro&edur vanq manganduny fceJemaban
* Amiss Da£a Onerasi / Keniaten Groarfeasi
4 Penauiian dan Evakasi Cterast / Keqiatan Organisasi
* HenvtJSUP Daftar T&nuan
* Menqembanqkari Temuan
* MoioVomunlfcasikari temyan interim

Membiea-rafcan Undakan kcnetei ata$ tumian

PENYELESA1ANPEKERJAAN
w Menekj kcierxikapan KXA

Pftrr.baba-3an Kctua T>m, Penaenfii3:i Tekn̂ dan Pengenda:. r r.utu
MfinnSrofniinik̂ kon ten<uan
Peimjsunan Lapnran

: HaHlal Lain

lumlah vano dianqoairiran

PETUNJUK PFfiGISIAN ;

d. Kotom nama audrti diist dengan narna audit] yang dipefiksa
b. KoSom cfeusun oleh dcsi dengan nama penyusun atokasi angora11 vrekiu audit
c. Ktfom sasaran aud:t dnsi dengan sawran audit yang telah d/tetapkan
d. Kc4om d&titujui dikldengan pertebijuan yang ctberikan oteh pengerdafc Wtonis/ pengendati mutu

Kolomld:isi dengan jen's peterjaan yang aian dUateaflakan,Daftam peL:isana*n botir-fc^Jtir Lcrsebut
R dapat cikfiimtangican se$uai kond&i
f . Kotom 2 dengan mama ketua rim dan aoggota tsm yang d&ugasfcart
Q. Kotorn 3 di'fii dengan tanggal pekksanaan pekerjaan -
h, KO&Oni 4 di&i dengan perktraan waktu yang afcan dipakai untuk mciokuktn pekerjaan tersebut /
I. Kcfcm ri ri £l dengan perkfraan Waya yang akan dipakal unfauk metak- jkan pekeijaan tersebut

Kolom jurnlah diisi dengan jumlah jam yang danggarian dan Jumlah biaya yang
^ cflanggarian

WAUKOTf PALEMBANG

HARNCUOYO



LAMPiRAN IX
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG
NOMOR 81- vi u it. *>o \h
TENTANG PEDOMAN KENDAL) MUTU ARARAT
PENGAWASAN INSPSKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KM& 03

LAPORAN MINGGUAN
KEGJATAN PERENCANAAN AUDJT PADA TINGKAT TIM AUDIT

Nama Audit :
Alamat :
No. Surat Tngas :
Nama Auditor :

Ketua Tim

tanda tangan
f )

Pengendalr Teknis

tanda tangan
{ >

Tartpgai Prosedur Realisasi Jam Anqgaran Jam Realisasi Biaya Angaran Biaya
1 2 3 A 5 6
1
2
3
4
5

Total
Catalan :
PE7UNJUK PENGfSlAN:
a. Kolom auditi diisi dengar nama audrti yang akan diaudit
0. KoJom alamat cffis. dengar afamat auditi
c Kolom No. Sural Tugas diisi dengan nomor sural tugas perencanaan tersebut
d. Kolom nama audilor diisi dengan nama auditor yang akan dilugaskan
e. Kofom tanda tangan diisi dengan lands tangan ketua tin dan pengendali teknis
f. Kolom 1 diisi dengar targgal sejak mulai ditugaskan dala perencanaan
g. Kofom 2 diisi dengan jerris pekerjaan yarg dikorjakan
h. Kolom 3 diisi dengan realisasi waktu yang dipakai unluk mengerjakan kolom 2
1. Kofom 4 diisi dengan arggaran waklu yang disediakan untuk pekerjaan tersebut
j. Kolom 5 diisi dengan reafisasi biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut
k. Ko.'om 6 diisi dengan anggaran biaya yang ditetapkan untuk mengerjakan hahersebut
I Kolom Catalan diisi dengan hal yang dipandang perlir unluk diketahui

WAUKOTA P. \LEMBANG

/
V

HARNOJOYO



I AMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PALEMHANG
NOMOR Q-i ratt-utf
TENTANG PEDOMAN KENDAL I MULU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAI KOTA
PALEMBANG

FORM KMAG3

PROGRAM KERJA AUDIT
UNIT ORGANISAS' t PROGRAM/KEGIATAM
TAHUN
DIKERJAKAN OLEH

NO TUJUAN AUDIT PROSEDUR/UKURSAN SAMPLEfiJETQDE
PEMtUHAN SAMPLE DAN WAKTU

NAMA AUDITOR
ANGGARA'.N

WAKTU
REALtSAS!

WAKTU
NQ.KKA

1 2 3 4 5 6 7

1

L
PETUNJUK PENGISIAN

a Kolom unit orgamsasr, program, kegiatan diisi dengon nnma unit yang bersangkulan
b. Kolom tahun diisi dengan tahun audit tersebut
c. Kolom dike -'jakan oteh diisi dangan naina pnnyusun program audit lorsebul
d. Kolom 1 diisi dengan nomo:urut
e. Kolom 2 diisi dengan tujuan audit yang handak dicapai
f. Kolom 3 d:isi dongan prosodor ukuran sampef, motodo dun waktu yang akan dipa-coi
g. KoJom 4 diisi dengan anggaran waktu yang diperfukan
h Kolom 5 diisi dongan noma auditor yang bcrtugns
i, Kolom 6 diisi dongan realisasi waktu yang dlpakal irntufc melaksanakan kolom 3
j. Kolom 7 diisi dcngan nomor KK* sebagai pongcndali arsip WALIKOTA^ALEMBANG

HARNOJOYO



LAMPtRAN XI
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG
NOMOR fAtfUN
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM. KMA 10

CHECK LIST
PENYELESAIAN PENUGASAN PERENCANAAN AUDIT

JENIS PEKERJAAN YANG HARDS
DILAKUKAM SUDAH/BELUM % PENYELESAIAN

1 2 3 4
1. 1Sudahkah dibuat Kartu Penugasan
2,

i

Sudahkah dikembangkan lujuan Audit,
Lmgkup Pekerjaan, Penaksrran Risiko
Segmen Kegiatan

3 Apakah sudah diperolch
Mist, lujuan dan rencana peteksanaar.

Infonmasi orgamsasi
KKA terakhir
File permanen
LHP auditor skstem
Data pembariding

- Anggaran
- Uteratur taknis

4. Adakah perubahan auditor dari rencana
semula

5.
Jika ada perubahan apakah sudah dibuat
Memo persetujuan dan sucah dilampirkan
ke kartu penugasan di Pengendali Mutu

6, Apakah Sudan dibuat rapat koordinasi
7. Apakah sudah dibuat ringkasannya dan

etah didastribusskan
0, Apakah sudah dibuat persiapan survei

pendahuluan
9. Apakah survei pendahuEuan telah

difaksanakan
10. Apakah telah dibuat ikhlisar hasil survei
11. Apakah leiah ditutis program audit
12. Apakah program audit telah mengacu psda

program baku dan hasii pengumpulan
informasi

13. Apakah program audit telah mendapat
persetujuan pengendali teknis

14. Apakah tehapan pekeqaan telah sesuai
dengan anggaran waktunya ;
- Penelapan lujuan, lingkup dan penakslran
risiko
- Pengumpulan informasi av^al
- Penetapan stof audit
- Rapat pendahuluan
- Survei pendahuluan
- Periulisan program audit
- Persctuiuan program audit

1b Apakah kertas kefja audit perencanaan telal
selesai dikegakan

1

Diketahui .
Pengendali Mutd

Dibuat tanggat :
Pengendali Teknis

tenda tangan

t )
lands langan

WAUKOTA PALEMBANG
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LAMP!RAN XII
PtRATURAN WAUKOTA PALEMEANG
NOMOR 9^ 'TAVtLAN 7-0\ b
TENTANG PEDOMAN KENDAt I MUTU ARARAT
PENGAWASAN INSPEKIOHAT KOTA
PALEMBANG

FORM. KMA 11

BERITA ACARA KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
HASH. PENGAWASAN

Pada hari mi Tanggal .. Bulan Tabun
berteropat di tetah dilakukan rapat pernbahran hasil temuan penugasan pengawasan tim Tnspektcrat
Kola Paiembang S£suai dengan Surat Tugas Nomor: Tanggal Tentana „....r

dengan kondtei sebagas berikut.
No Lfraian Ternuan Tanqaapan Auditart Rentana A:<s-

i JLKIUI Temuan :
Kondisi :
Kriteria :
Sebab :
Akibat :
Rekomendasi :

2 Judy!Termian :
Kondisi :
Kriteria :
Sebab :
Akibat :
Rekomendast :

Disetujui Oieh: Tim Audit (PPJ,DaInis, XT dan AT)
Kepala Dinas/Kantor

1 *
NIP.

2,

NIP.

NIP. 3. ...
NIP,

4, ...
NIP.
5. ...
NIP.

WALIKOTA/PALEMBANG

HAHNQJOYO



LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR TAW \JtJ ?-o\ Jb
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG

FORM KMA 12
LEMBAR REVIU SUPERVISI

NAMA AllDITI
NO. SURAT TUGAS :
PERIODE AUDIT :
KETUA TIM :

NO PERMASALAHAN/KOMENTAR INDEK KKA PENYELESAIAN PERSETUJUAN
1 2 3 4 5
1

2
3
4

PETUNjUK PENG]SIAN
a. Kolom nama auditi yang diisi dengan name yang diaudit
b. Kolom nomor surat tugas cukup jelas
c. Kolom periods audit diisi dengan periode dilakukannya audit tersebut
d. Kolom ketua tim diisi dengan nama ketua tim yang bertanggung jawab
e. Kolom 1diisi dengan nomor urut
f. Kolom 2 diisi dengan permasalahan atau komentar
g. Kolom 3 diisi dengan noor indek atau nomor kode KKA
h. Kolom 4 diisi dengan penyelesaian yang dilakukan oleh

permasalahan atau komentar dari pengendali teknis atau pengendali mutu
i. Kolom 5 diisi dengan paraf pengendali teknis atau pengendali mutu

sebagai tanda persetujuan atas penyelesaian yang dilakukan oleh ketua tim dan
angGota tim yang bersangkutan

j- Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan dan nama pengendali teknis yang
bertanggung jawab

k. Kolom tanda tanggal diisi dengan tanggai dilakukannya proses revieu tersebut

WALIKOTA PALEMBANG.

HARNOJOYO



LAMP!RAN XIV
PFRATURAN WALIKOTA PALEVBANG
NOMOR fit IT^ Vt t/ ^0\h

LMTANG PECOVAN KEND.̂ 11 ML.ITU APAHAT
PENGAWA5AN IN3PEKTORAx KOTA
PALEMBANG

FORM KMA - 3

LAPCRAN M1NGGUAN
PENGUJIAN DAN EVALUASI

VLn§gu kc _
Nama Audit :
Alamat
No. Surat Turjas
Nama Auditor : . ...

Pengendati Tekrus .

M

Ketua Tim

Tgi

Tgl Prosedur
Audit

ReaLss3i
Jarr.

Rea isasf
Jam s.d.

Tni

EsLimasi;am
untuk

oerwelesaian

Angaaran
Jam An^geran Giaya Rent saw E;aya

sd Tgr Angaran Stay a

1 2 3 4 5 6 7 8 2

1
2
3
A
3

i
Kama Auditor ;
Aftfliisis Fcnyimpsngan
Ketua Tim
P^rigenOa -ian Tern's :

FE T JNJJK PENG;SIAN
a Min^gu ke di si dengan mwggu ke cerapG lap-3ran te'setit
b, Nama auditi dart alamat cukupjefas
c. Kok?m periods d is* cengan audit
d Kotom auditor d « si deogan nama uuattcr yang melakukan daud.1
e. Kotcm pengondali teknis dan jeiua tim ssrta tanggal cukupvel33
f , Kolom 1d! *si dcngan tanggal da'am m' nggu yang beraangkutan
g Kotom 2Ciisi dengan presedur audit yang ditaksanakan olefi anggota tim atau ketua tm yang bMsanqkutan
h, Ko'.sm 3 die* dcngan r*-alisas* wafcto v-ntuk proseda? aud t pads m nggu yarg diiaporitan
u Kok>m 4 d .si dcngan realsasi waktu unluk prosedur audit kumulatii dari m nggu set-alumnya dtarrhah dengan rea sasi wafc‘j

mmflflu yang diaporkan
j. Kc4om 5 diisi dervgan anggaan waktu yang ditotapkan do'am program audit untuk prcecdur yang fcersangk.ur.an
k Kok>m 6 disi dengan reai&asi bays total untuk auditor yang bersangfcutan pad? minggu palapcran
I Kolom 7 dcsi dengan biaya total kumu stjf bag] auditor yang fcersangfcuten
m. Ko^om ti a isi dcnger total anggnran frays yang teiah d /tetapkan bag - auator yang fcensangkutan
n Ko'om nama auditor diisi dcngan nama auditor yang bertugas
o.Kdom ana’cse peny.inpangan diiakukan oteh ketu? Lm dan pangc-ndafi teknlssssuai dooefin kejad.an yang nda

di lupangan

WAUKOTAPALEM0ANG

HARNOJOYO



LAMPIRAN XV
RERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 32- ' XPWV
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APAR
PENGAWASAN 1NSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KMA 15
PENGENDALIAN PENYUSUNAN LAPORAN

INFORMASI UMUM
MAMA AUDIT1 :
ALAMAT ;
TUJUAN AUDIT :
PERIODE YANG DIAUDiT :
NOMOR KARTU PENUGASAN :

FAHAPAN PENYELESAIAN

TANGGAL
URAIAN NAMA I II III IV

1 2 3 4 5 6

a.
3iserahkan o!eh Ketua Tim keppada
Pengendaii Teknis

b.
Dlserahkan o!eh Pengcndali Teknls
kepacto Pengendali Mutu

Tanggal Mulai Tanggal Seiesal

c«

Diserahkan te secretariat untu!c
dtketik

d. Diserahkan ke petugas Reviu
Dipe:baiki oleb Secretariat

Ocopy dan dijilid

Diserahkan ke pengendali mutu

Diserahkan ke pimpinan APIP
Diserahkan kepada Pimpinan
Organisasi

DkJistribusikan kepada

L AudflJ

2. Pimpinan Organisasi

3. BPK

4.Arsip 1
PFTJN3UK PENGISIAN:
a. Kolom mformasi umum diisi dengan data yang berhubungan dengan audit
b. Kolomlclitsi dengan uralan tentong langkah peketjaan yang ditempuh dalam p^lapcran
c. Koiom 2 diisi dengan nama pei^sonal yang bertanggung jawab /
d. Kolom 3 diisi dengan tanggal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut /

V'/ALIKOTA FV^LEMBANG I

FIAKNOJOYO



.AMPiRANXV)

PrRA-URAN WALLKOTA PALEV3AMo
NOVCR Q X TRv\UN
T=MTANG PEOOMAN KENDALl MCRJ AWT
PENKSAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEWBANG

CHECK LIST
PENYELESAIAN PENUGASAN PENGUJIAN DAN EVALUASI

FORM. KMA 14

NO. UKAZAN JUDAH/
RFLUM

u/o PENYELESAIAN KET
1 2 3 5
1. "

c

udahkah d-iakukan penjeLfcan penugasan kepada
nggota tim

2. £iudalikdli dibuar pwncanaan audit
3. £>udahkah dilakuia audit sesuei program audit
4. I'irJdhkah d.Ukijkan review tertiadap rwfil keja

ingguta tim
5. >udankan has -j review dtindaWanjuti oteh anggota

;m
6.

fcjdahkah anggota tim membuat KKA dan dtsimpan
jada tempat yang tuiah d&apkan untukrrya

7.
1

rtjoankaft IO^A yang d**erys*an oieii ketua lim dan
felmpan pada Leinpat yang te&h dsiapkan
setielumya

3. >udahkali dkevtew oJeh Pengentfatun Tefcjus :
ReviewItangga!
Review n tangga!
Review in tanggal
Review IV tanggal

9. Sudahkah dibuat rtngkasan aranan review dari
Pengendali Tefcrns

10.
j
b̂ daiikan haskl review Pengendati Teknfe
drtlndakknjuti cteh tim

11. Sudatikali dikembangkan termkui tws^ audit dan
rekomends&iperbalVan

12. Sudahkah otfakukan tomunikasi temuan dan
rekomenda î perbaikau dengan manajemen aud.ti

13 SudaJitah dipcroled kata sepakat atas rckomendasi
vana dibcrkan

14 Adakah pengendafi muiu mdakukan reviu ;
•ReviewItanggai
- Review II tanggal
- Review TIT targgal

15 budahkah dibual ringtassn trail reviu pengenda1 !

mutu
16 budalikdli hasll reviu penanggung jcnvab

ditmdakldnjuti oteh cim
17. Sudahkali ddakukan penyu$unan dokumenitas hasii

audit
13. budalikjii dokurnentasi hasJ aud.r dibahas:- di tim

•dengan Pengendali TeknEs
- dengan Pengcndali Hutu

19 Sudahkah ditakukan peneiwlwn ktstsuaian todA dan
feinya dengan staodar aud.t AP1P
- ditim
- dcngan rengendafi Teknis
- dengan Pengenda't Hutu

20 Sudahkan dr-aicukan peneiaotian Kuiesuatan KkA
dengan tujuan audit ;
- dengan Pengenda!! Yekiiis
- dengan Pengenda'i Mutu

21 Siidahkah diiakukan pejnbdJwsan simptban tusil
audit :
- di tim pemenksa
- dengan Pengendali Telcnte
- dengan Pengendali Mutu

Tgl igl-

DJreview nteh. Difei nieh,
PengendaM Teknis: Ketua Tim :

PETUNJUK PENGISIAW:
d. KD&m 1dud dengan nomor uiut
b.Koforn 2 dial dengan ptosedur lcet>3 yang liarui d.'akukan
C.Koiom 3 dirsi dcngen kondisi penyfeesaian
d. Koiom 4 diai dengan kondki penyetesaian yang sudah d.:aksanafe*n
e.Koiom 5 d.bi dengan cataian yang dtpedukan
f. Kok>m pengfci di& dengan data nama ketua tim dan tanggai pengfeton
g. Ko'om review disl dengan data naim oengendaii tekrs -s dan tanggal reviu

WAL1KOTA PALEMEA’ 'G



LAMPIRAN XVII
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG
NOMOR 8 -̂ TAVWAl ^16
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU ARARAT
PEN3AWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

REVIU KONSEP LAPORAN
PENGENDALI TEKMS/PENGENDAU MUTU

FORM KM A 15

NAMAAUDITI

NO KARTU PENUGASAN

No Unit Hatam&n LHA
Masalah yang

dijumpai Nomor KKA
Panyelesaian

Masaiah Dilakukari Gleh Kei
1 2 3 4 5 b 7

1

2

3

4

Pengendali Teknis :

Tanggal

PETUNJUKPEMGIStAN:
a. Kolom nama auditi dari no. kartu penugasan cukup jalas
b.Kolorn 1diisi der.gan nomor urut
c. Kolom 2 diisi dengan halaman LHA
d Kolom 3 dnsi dsngan uraian tentang masalan yang dijumpai
e Kolom 4 diisi dengan nomor KKA
f. Kolom b dnsi dengan penyelesaian tertiadap masalah tersebut
g. Kolom 6 diisi dengan nama dan pe-reviu
h. Kolom 7 dnsi dengan catatan yang diperiukan dalam prosas pembuatan laporan /
i Kolom pengcndalian laknis dan tanggal diisi dengan nama pengendali teknis dan tanggat pekena/n

WAUKOTA mLEMBANG

HARNOJOYO



LAUPIRANXV1II
PERATURAN WAL1KOTA PALEUBANG
NOMOR 81 T&YigM £t?l&
TEMTANG PGDOMAN KENDALIMUTU ARARAT
FENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEM3ANG

CHECK LtST
PENYELESAIAN LAPOftAN

FORM KVA 17

NO. | URAtAN SUDAH/EELUM KETCRANGATJ
1 [ 3 4

RINGKASAN PIWPINAN
1• IR « ngkaaan pimpnan nienyaiifcar> OV&Yrevi ringkas atss

audit], EUfusn audit fua.ng lingkup. reterertw a:3*. kritcr a
audit metodtcgi audit, can s'mpulan has t audit atas

|f.3TU3ptuju3P.aud t

BODI LAPORAN
z Ktecukupon mfwmasl fatar beiakang auditi
3- u:uan dan loiters yanp terka. tan
4 3uanq ingkuc audit yanq d r.yatakan seoara i^las
5 iJadual audit rrstodo^ogii, stanoar audt yang ciacu Jitfa

a da Gtandar yang fda< drikuti psnje:asan yang mmadai
[ tulan diPu?T

6. I \ tasii ob&ervss yang mcfWalam yang berkaitan deresn
tujuan dan knteria audit teiah dtperoteh untuk menrapai

J&mfHjIan audii
7. 1Sstiap ftbservasi Paris! pemyatasn kendisi, kntena,

pen yesab. dampak dan retomendasi
3. Sukti yang oj<up dan per&uasf teiah dikump'jUan untuk

nicncukur.d setieo ct̂ r^j

9. Temuan yang btsa d kuantifis-T telan dih lung
mamadai.

1C IRekomendasl yang U benkan telah mangikuti a- ur logs dan
Ih3s.il observasi dan penyebab, jela& tian cosf-efifccrik'e,
dtuijukan kepaaa p-.hak yang berfcompeten

1 1 tumipuiin tciah asapKan urvurfc satrap IUJU£ ft cucuaan teiaff]
Idk^ikunq dengan tajkti yanp persuasif

12 1 Larr.pirafMarrpiran yang drsa/ksn memang me.iambah
ni 5i ‘aporan
FORMAT LAPORAN

13. Daftd" isi yTir.g men^^ambarkan^uktur faporsr dan jiyJu!
i van-3 sam? denaa.n udui pada haiarnsn kadi

14 J'jdul can h jruf yang
15 IHagan dan gambartfetahdifuiuk^ecara memadal dalanrv

Ibodl taperan
16. $1r jktur teal:met dan paragrat yang mudah ri pariam
17. |Sinaka?an-&inq5cat«n te'aT d.iftf.rXon.

18. Biha^a Can tarrr.!nof 'JI van-c mudah dieshami
19 iTata tahasa dan oenJ; san kata yanq tepst
20, iLampaan ri^aukan sesara ser&gam dan niru^uk pada bodi

Paporan.
21. ISecaf?.kese'uruftan. faporan eudan ietas dan tepat.

I.A!N_LAIN
22 Penyusuran:$:ah meia'u prose* r*\iu 1

- Pen-^enda!; Tekris
- senoefKlaJi Mutu

23 Distribute lapcran Wlati sesuai k t̂^r;. jan

J —
Tgl Ttf

Dircvwwoteh, Di*sa oxh,

Pengendal: TeScncs: Ketua Tim ;

PETUNJUKPENGJSIAN-
3 Ko'om 1duw cfcngan nomo* urut
b. Ko!om 2 dira dengan ufalan tentang pekerjaan yang dlakukan
C- Kokrnn 3 diisi dervgan korvdsi pekerjaafi
Q Ko orr 4 dnaj dengen kat&rangan yang dipeclukan
e. Ko“om ktenttesdiis* dengan pengisi formula dan percrvmnya

WALKOTA PALPM5ANG,

HARMOJOyO



lAMPRA- 4 XfX
FERATURAN WALIKOTA PALEMBANC
KC>MOR r3 -̂ T7|H UAJ |JU

TENTANG PEOCMAN KENDAL* M'JTU AP^A:
PENGAWASAN INSPEKTQRAT KOTA
PALEMBANG

KONSEP TEMUAN DAN RENCANA TJNDAK LAMJUT
AUDIT!
PERIDDE AUDIT
NQUDR SURAT TUGAS
NO.MQR LUA
NOMOR FCRMULIR PENVAMPA AN
DISAMPAIKAN TANGGAL
RA-AT PENLT'JPAN AUDIT TANGCAL

FORM KMA 1S

NO KONDrSl
KRITERlA GEGAB AKI3.A7 REKOIYENDAGI RENCANA TINDAK

__UANdUT
KOMNETAR AUDIT KCWENTAK

. . AUDITOR
KET

1 2 3 4 5 A a 10

_j
PENGENDALI TEKKNIS KETUA TIM

nr ri

PETUNJUK PENOI5IAN:
J.KDJI71 i -TformaE-lurrium cukupjsia*t>. KoCPI 1 disi dungarc ranwr uru!
e. Kclom 2 dFiai dor-r^m kondrc i yopg ditamukan
d KolomOtiilai dor.-jai toiler, a yang digunaxan
o Kol&TMc si do -Tgaro ponyaibab Strfao.nyii kc-idtei lar witiut
f. Kgtom 5 ui=si donrjsi.iAk:3i'( rmjflflVjf, ipfjadi torena kgrdjN
3. Kofcm 6 £[ii*j<fni>Qafi njk©fr*ndMJ dibcnka auc,*nr
h. Kotoffl 7 diisi ddnsan rancana lindak jarful y:inG cVrokdfnofxJMi
i. Kotori* 6 c; (fcripan kdrnonbi' audrti ataa rokontyidasl yang ditafifcan
j Kok-m S d-i'ji {krTflari XCfnonkr nut? tfcr stlata k&TUMibr auciri
k. Kotonr ID eiisl tfcnyitfi kster.i^arn yang dip« jkan

!- K&'-DTS pcTJtpfiiidaJib»;r -;(Ln fcr.ifuq bm dusidcnpan ruma dan tantia Umganfiya

WAJKOT^fPAuEMBANG.
PARNOJOYO



LAMPiRAN XX
PERATURAN WAJKOTA PALEMBANG
NOMOR 01 TAVUJW 2-o\^TENTANG PEDOMAN KENDAL I MUTU APARAT
PEMGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM. KMA 19
IAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT

NOMOR SURAT.

INFORMASI UMUM : Tanggal

Instansu’Unit Perilia 1

Bagian/ Kegialan yang d;audit : Eksemplar

No & Tgl Laparan Audit :

No. Formulir Penyajr.paian

No.Tornuan :

No. Rekomendast :
Tindak Lanjut yang telah dilakukan

Tanggal Panyelesaian

Pimpinan Auditi Pengendaii Teknis

PETUNJUK PENGtSIAN
a. Kolom informasi umum dnsi dengan (Jala tentang audit umum
b Kolom tindakan koreksi diSsi dengan uraian tentang tinoakan yang telah dilakukan
c. Kolom tanggal penyelesaian cokup jelas
d Kolom pimpinan audit) dan pengendaii teknis cufcup jelas

WAUKOTAJPALEMBANG

i/
HARNOJOYO



LAMP!RAW XXi
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOM0R OX lAtUi */ 9-o iC>

TENTANG PEDOMAN KENDALI P ÎDTU ARARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

LAPORAN PEMANTAUAN TJNDAK LANJUT TEMUAN AUDIT
NOPJIOR SURAT :

FORM, KMA 20

INPORMASI UMUM

NAMA AUDITI
ALAMAT

NO NO LH0^ URAIAN TEMUAN REKOMENDASI TJNDAK LANJUT KETERANGAN
1 2 3 A 5 6

Tim RemanlaJ Tfndak Lanjul

PETUNJUK PENGISIAN:
a. Kolom nomor surat diisi dengan nomor surat laporan ti'ndsk lanjut
b. Kolom informesi urnurn diisi dengan nama auditr dan alamatnya
c. Kolom 1 diisi dengan nomor unit
d. Kofom 2 d.isi dengan nomor Laporan hasiI Audit
e. Kolom 3 diisi dengan uraian hasil temuan
f. KoJom 4 diisi dengan reko.mendasi auditor
g. Kolom 5 diisi dengan oraian tenlang tindak fanjut
h. Kolom 6 diisi dengan ketarangan a:as status tindak lanjut
i. Kolom pefaksana tindak lanjut dr.si dengan nama orang yang melaksanakan ttindak lanjuL

I - a i i i

WALtROTA PALEMBANG,

HARNOJOYO



LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALIKOTA PALEMDANG
NOMOR flX >C\\>
TENTANG REDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM. KMAZ1

BERITA ACARA PEML'TAKHIRAN DATA

Temuan Audit yang belum oi tindaklanjuti
Sampai dengan lebih can 1 ouian
pada instansi :

Pada hari im tanggal Telah dilakukan penmtkhiran data tcmuan
audit yang belum ds tindaklanjuti bular, Sd Olen auditi Yang
dihadiri uleh:
1.
2
3

Calam proses pemutakhiran Ini tefah dlakukan rekonsiliasi dari pemutakhiran data atas
temuan audit APIP dengan hasil sebagai berikut;

No No & ToI LHA
Temuan Sb‘m Pemutakhiran Tindok Lanjut Temuan Stlh Pcmutakhiran

Jmlh Temuan Nilai (Rp) Jmlh Temuan Nilai (Rp) Jmlh Temuan Nilai (Rpi
i 2 3 4 5 6 7 8

1

Rincsan temuan per LHA terdapat da’am lampiranberita acara ini da merupakan satu kesatuan yang udak dapat
dip;sahkan dengan Berita Acara ini

Demikian berita acara mi dibuat aengan sebenamya untuk digunakan sebagairnana meslinya

2016

Pimpinan Auditi Pimpinan APIP

PETUNJUK PENGISIAN:
a. Kolom instans diisi dengan nama auditi
b. Kolom hari dan lenggal diisi sesuai dengan seat pemuktahiran data
c. Kolom personal yang hadir diisi sesuai dengan yang hadir
d. Kolom 1d>i$i dengan nomor urut
a. Kolom 2 d ISI dengan nomor dan tanggal LHA
f. Kolom 3 dan 4 diisi dengan data jumlah temuan dan nilai ssbelum pemuktahiran
g. Kolom 5 dan 6 diisi dengan data jumlah temuan dan nilai saat tindak laniut
h. Kolom 7 dan 8 diisi dengan data jumlah temuan dan nilai setelah pemuktahiran
i. Kolom piminan auditi diisi dengan nama dan tanda tangan
j. Kolom pimpinan APIP d:isi dengan nama dan tanda tangan

WALIKOTA PALEMBAMG

HARNOJOYC



LAMPtRAN XXIII
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG
NOMOR TOW 9-0 ^TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU ARARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

RENCANA AUDIT DILIHAT OAR! OBJEK AUDIT
TAHUN

FORM KMA 22

NO
URUT KAMA AUDIT! SASARAN AUDiT

BULAN /KODE NAMA AUDITOR
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12

1 2 3 4 5 o 7 8 9 19 11 12 13 14 15

J
PETUNJUK PENGISIAN
a, KOLOM 1 ISIDENGAN NOMOR URUT
b. KOLOM 2 DllSi DENGAN KAMA AUDIT! TANG AKAN OfAUDIT
C KOLOM 3 DIISI DENGAN SASARAN AUDIT
d KOLOM 4 SD 15 DIISI DENGAN TANDA YANG MENUNJUKKAN WAKTU OfLAKSANARAN

WALIKOTAJPALEMBANG.

HARNOJOYO
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LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 62- 0-0 \ fr
TENTANG PEDOMAN KCNDALI MUTU ARARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KMA 22

PETA AUDIT
PER TAHUN AUDIT

NAMA AUDIT
(In5tansi,Kegiatan,

Program, dll)
Besaran Risiko Audit

Tenaga Auditor yang Dimiliki Unit Tenaga Tata Usaha Unit Sarana dan Prasarana
Unit Dana Unit Lain-

lain
Daltu Dalnis K. Tim A. Tim Gol.IV Goi. m Gol. II Komp Kend Lainnya SPPD Lainnya

1 2 3 V 5 6 7 8 9 ID 11 12 13 14 15

1
PETUNJUK PENGISIAN:
. Kolom 1 diisi dengan nama audits, seperti nama instansi, ksgiatan, program, kontrak dll
. Kclom 2 diisi dengan besaran risiko hasil pengukuran risiko yang telah dilakukan untuk tiap auditi

c. Kclom 3 diisi dengan nama auditor pengendali mutu
d. Kolom 4 diisi dengan nama auditor pengendali teknis
e. Kolom 5 diisi dengan nama auditor ketua trm
f. Kolom 6 diisi dengan nama auditor anggota tim
g. Kolom 7 diisi dengan nama auditor tenaga tata usaha APIP Golongan IV
h. Kolom 8 diisi dengan nama auditor tenaga tata usaha APIP Golongan III
i. Kolom 9 diisi dengan nama auditor tenaga tata usaha APIP Golongan IT
j. Kolom 10 diisi dengan jenis sarana laptop dan PC
k. Kolom 11 diisi dengan jenis sarana transportasi
L . Kolom 12 diisi dengan jenis sarana lainnya
m. Kolom 13 diisi dengan total dana perjalanan dinas
n. Kolom 14 diisi dengan total dana untuk membayar tenaga ahli/laboratorium independen dll
o. Kolom 15 diisi dengan hal yang belum tertampung di kolom yang ada

WALIKOTA PALEMBANG.

HARNOJOYO
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LAMP I RAN XXV
PERATURAN WA LI KOTA PALEMBANG
NOMOR T'OUp
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGA’/VASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANO

PERENCANAAN PETUGAS AUDIT ( AUDITOR)
TAHUN

FORM KMA 23

NO NAMA AUDITOR

MINGGU / AUDI!n
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 2 3 A 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1
2
3
4
5 | |

PETUNJUK PENGISIAN
a. KOLOM 1 DIISI DENGAN NOMOR URUT
b. KOLOM 2 DIISI DENGAN KAMA AUDITOR YANG AKAN DITUGASKAN
c KOLOM 3 SD 28 DENGAN TANDA WAKTU PENUGASAN WALIKOTA PALEMBANG ,

HARNOJOYO



ANGGARAN SIAYA AUDIT
TAHUN

LAMPJRAN XX Vi
PERATURAN WALIKOTA PALEMSANG
NOMOR 3X fljHupJ CW
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU ARARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KMA 24

NO NAMA AUETTE TUJOAN PETUGAS JABAl'AN HARI TRANSPORT LUMPSUM JUMLAH
I 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4r s |

PETUNJUK PENGrsrAN
a. Kofom 1 diisi dengan nomor urut
b. Koiom 2 diisi dengan nama audit
c. Koiom 3 riirsi dengan tujuan audit
d . Koiom 4 diisi dengan nama petugas
Ik Kolom 5 diisi dengan jabatannya
f. Koiom 6 diisi dengan jumlaii hari audit t
g. Koiom 7 diisi dengan rupiah uang transpor Jh. Koiom 3 diisi dengan rupiah uang lumpsum WALIKOTA ffALEMRANG,

i. Koiom 9 diisi dengan jumlah uang transpor dan lumpsum (J

HARNOJOYO



LAMPIRAN XXVII
PERATURAN W: Peraturan Walikota Palembang
NOMOR : §).Tahun 2016 rJ/ . , ,{

TcNTANG PED( : Nooe'mber 2016
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KMA 25
REKAPITULASI BIAYA AUDIT

TAHUN

BULAN TRANSPORT LUMPSUM HOTEL DLL JUMLAH HARI
1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PETUNJUK PENGISIAN
a. Kolom 1dllsi dengan nama bulan
b. Kolom 2 diisi dengan jumlah uang transport
c. Kolom 3 diisi dengan jumlah uang lumpsum
d. Kolom 4 diisi dengan jumlah hotel dll
e. Kolom 5 diisi dengan jumlah (2-*-3+4)

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO



PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KMA 26

BON PtMINJAMAN BERKA5
Nomor :

Nama Pemlnjam
Jabatari
Baqian/ Bidang
Tanggal
File Tentang
Nomor Dosier

•* M l » ‘ .
••‘f

.No. Unit Order

Pemirvjam Disetuiui Oleh Rentana dikernbalikan Petugas Arsip
i 2 3 4

( ) ( ) ( ) c )

PETUMJUK. PENGISIAN
a. KoEom nomor diisi dengan iramor bon peminjaman
b. Kolom klentitas cukup jelas
c. Kdom 1diisi dengan tanda tangan dan nama pemlnjam
d. Kolom 2 diisi dengan tanda tangan dan nama pemberi persetujuan
e. Kolom 3 diisi dengan tanggal akan dikembalikan
f. Kolom 4 diisi dengan tanda tangan dan nama petugas arsip

WALIKOm PALEMBANG,

HARNOJOYO



LAMPIRAN XXiX
PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG
NOMOR '-1MI
TENTANG PEDOMAN KENDAL! MUTU ARARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM. KMA 27

UJUAAAA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
INSPEKTORAT

JL KAPURAN NO.3 22 1LIR PALEMBANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada Yth

Berdasarkan Dengan ini kami menugaskan
untuk melakukan audit atas kegiatan seperti yang tercantum pada pokok surat
dalam wilayah unit yang saudara pimpin

Adapun susunan tim auditor adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.

Kami harapkan bantuan dan kegasama Saudara dan selurun staf agar kegiatan
audit tersebut berjalan dengan lancar

Pimpinan APIP

Tembusan:
1
2

PETUNJUK PENGISiAN
a. Kolom nomor diisi dengan nomor urut surat tugas
b. Ko!om lampiran diisi dengan jumlah lampiran dalam surat tugas
c. Ko!om perihal diisi dengan ha yang akan dituangkan
d. Ko!om berdasarkan diisi denga dasar pembuatan surat tugas tersebut
e. Kolom menugaskan diisi dengan tim audit yang dimaksud
f. Kolom susunan tim auditoi diisi dengan tim yang akan mengaudit
g. Kolom pimpinan APIP diisi dengan nama dan tanda tangan dan pimpinan
(yang menugaskan) /
h. Kolom diisi dengan kepada siapa surat tersebut Juga ditujukan /

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO



LAMPIRAN XXX
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 8^ 1JWW MV
TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM. KMA 28

SURAT PENYAMPAIAN TEMUAN

Kepada
Dari
PerihaI

Daftar temuan ini disampaikan untuk dibahas.
Bersama ini kami sampaikan daftar temuan yang telah di bahas dengan Saudara A, B, dan C
yang bertsnggung jawab dafam bidang tugasnya masing-masing. Mereka telah menyelujui hal
hal yang dimuat dalam daftar temuan. Kami mengharapkan saudara dapat mempelajarinya
dengan seksama dan apabila Saudara tidak berkeberatan, kami ingin membahasnya bersama
pada tanggal

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kaslh

Ketua Tim Audit,

< • )

PETUNJUK PENGISIAN
a. Kolom kepala diisi dengan nama pimpinan tcrtinggi dari auditi
b. Kolom dari diisi dengan nama ketua tim audit
c. Kolom perihai diisi dengan maksud su^at atau penyampaian daftar temuan
d. Kolom tanggal diisi dengan tanggal diinginkannya pembahasan
e. Kolom ketua tim diisi dengan nama dan tanda tangan ketua tim audit

WALIKOT//PALEMBANG,

HARNOJOYO



Naina
Status dalam tlm
Mama Ketua Tim
Nama Pengendali Tekms
Kama Pengendal Mutu

FORMULIR Pt'NILAIAN KINERJA AUDITOR ATAS PENUGASAN AUDIT

LAMPIRAN' XXXI
PERATURAN WAl IKOTA PALEMRANG
NOMOR 65-
TENTANG PEDOMAN KENDALI'MUTU APARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM. KMA 29

NO URAIAN TUGAS KODc NILAt YANG DIBERIKAN
1 2 3 TOTAL

i 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4

Total =enilaian
Nilai rata-rata

Penllai
1. Nama penllai : .....

Paraf dan tanggal :
2. Mama penllai :

Paraf dan tanggal :
3. Nama penllai :

Paraf dan tanggal :

PETUNJUK PENGISIAN:
a. Kalom nomor surat dlisl dengan nomor surat laporan tindak lanjut
b. Kolom Informasl umum dllsi dengan nama auditi dan alamatnya
c. Kolom 1diisi dengan nomor urut
d. Kolom 2 diisi dengan nomor Laporan hasil Audit
e. Kolom 3 diisi dengan uraian hasil temuan
f. Kolom 4 diisi dengan rekomendasi auditor
g. Kbtorn 5 diisi dengan uraian tentang tindak lanjut
h. Kolom 6 diisi dengan keterangan atas status tindak lanjut
I. Kolom pelaksana tindak lanjut diisi dengan nama orang yang meJaksanakan ttindak lanjut.

WAUKOTA PAL/MBANG,

HARNOJOVO



LAMPIRAN XXXJI
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR t f i H i/ M 9-OlJb
TENTrtNG PEDOMAN KENDALI MUTU ARARAT
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
PALEMBANG

FORM KMA 30
KARTU PEHILAIAN K1NERJA AUDITOR

Nama
Jabatan/Pangkat
Periods Penilatan

No Keqiatan NO. ST Niiai Keterangan
1 2 3 4 5
I Kegiatan Audit

1
2
3
4
5

II Keqiatan Audit
1
2
3
4
5

III Keglatan Audit
1
2
3
4
5

IV Keqiatan Audit
1
2
3
4
5

V Kompetensi Auditor
Total
Rata-rata

Pejabat Tata Usaha
Nairn
Tanggal Administrasi
Komentar

PFRJNJUK PENG1SIAN
a. Kolom nama diisi dengan nama auditor yang dinilai
b. Kolom jabatan/panykat diisi dengan jabatan auditor yang dinilai
c. Kolom penllaian dnsi dengan periode yang dilakukan penilaiai.
d. Kolom 1diisi dengan nomor unit
e> Ko'om 2 diisi dengan uraian tontang keglatan
f. Kolom 3 di'si dengan nomor surat tugas
g. Kolom 4 diiisi dengan niiai yang dibeiikan, total dan rata-ratanva
h. Kolom 5 diisi dengan keterangan yang dipedukan
I. kolom lain-lain diisi dengan Pejabat TU, tanggal pengadmlnistrasian dan komnetar ringkas atas seluruh

penilaian

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO




